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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke
abjad lainnya. Adapun yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin di sini
adalah penyalinan huruf arab dengan huruf latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam
lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan
sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, Tim Penyusun Pedoman Penulisan
Karya Tulis llmiah (KTI) STIBA Makassar-mengadopsi “Pedoman Transliterasi
Arab-Latin” dari hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan-dan Kebudayaan RI, masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan
Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan
Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke ‘dalam huruf latin

sebagai berikut :

| :a 2 od o= d <k
< :b 3 1z Lot J:1

@t Joir Lz a:m
< S ) &Y g U:n
z oIS g g SIW
z :h UA sy —:f 4:h
¢ :kh U= S S iq Sy

B. Konsonan Rangkap
Konsonan rangkap (fasydid) ditulis rangkap

Contoh :
EPRH = muqaddimah
555l 4—\-14&5‘ = al-madinah al-munawwarah
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Vokal
1. Vokal Tunggal

Fathah - ditulis a contoh 128 = garaa
Kasrah - ditulis i contoh a>_= rahima
Dammah : ditulis u contoh & = kutubun

2. Vokal Rangkap
Vokal rangkap (< (fathah dan ya) ditulis “ai”
Contoh : & = zainab a8 = kaita
Vokal rangkap ¥ (fathah dan waw) ditulis “au’
Contoh : J3> = haula J38 = gaula

3. Vokal Panjang

L (fathah) ditulis a contoh : L& = gama

« (kasrah) ditulis 1 contoh : a5 = rahim

s (dammah) ditulisa contoh : egls = ‘uliim
Ta’ Marbiitah

Ta’ Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/
Contoh : ia’%al 484 = Makkah al-Mukarramah
GO 4a3 8 = af-Syari ‘ah al-Islamiyah

Ta’ Marbutah yang hidup, transliterasinya /t/

Ay a8 = al-h ukiimatul-islamiyyah
5 ) ) 4324 = al-sunnatul-mutawatirah
Hamzah

Huruf Hamzah (¢) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa di dahului
oleh tanda apostrof (‘)
Contoh : s = Iman, bukan Tman

&Y S = jetihad al-ummah, bukan ‘ttihad al- ‘ummah



Xii

F. Lafzu al-Jalalah
Lafzu al-Jaldlah (kata &) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa
hamzah.
Contoh : 44 xe ditulis: ‘Abdullah, bukan Abd Allah
4 s ditulis: Jarullah
G. Kata Sandang “al-’
1) Kata sandang “al-" tetap ditulis “al-” baik pada kata yang dimulai dengan
huruf gamariyah maupun syamsiah.
Contoh : &ueill S\ = a/-amd kin al-muqgaddasah
Ge B A = al-siyidsah al-syar’iyyah
2) Huruf “a” pada kata sandang ‘al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil,
meskipun merupakan nama diri.
Contoh : (253l = al-Mawardi
Y = al-Azhar
3 maiall = g]l-Mansiirah
3) Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’an” ditulis
dengan huruf kapital.
Contoh: Al-Afgani adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’an al-Karim

H. Singkatan :
Swt = Subhanahu wa ta’ala
saw. = Sallalla hu ‘alaihi wa sallam
ra. = Radiyallahu ‘anhu
Q.S. = Al-Qur’an Surah
H.R. = Hadis Riwayat

Uuu = Undang-Undang
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t.p. = Tanpa penerbit

t.t.p = Tanpa tempat penerbit
Cet. = Cetakan
t.th. = Tanpa tah

h. = Hxnan
berapa singkatan yan
& =Hi o
/
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ABSTRAK

Nama : Muh. Hidayat

NIM/NIMKO : 1974233066/85810419066

Judul Skripsi : Pencabutan Hak Memilih pada Penyelesaian Kasus Waris
bagi Umat Islam dalam UU No. 3 Tahun 2006 Perspektif
Sadd al-Zari'ah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pencabutan hak memilih pada
penyelesaian kasus waris bagi umat Islam dalam UU No. 3 tahun 2006 perspektif
sadd al-zari'ah. Permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian ini yaitu:
bagaimana latar belakang munculnya UU. No: 3 Tahun 2006; bagaimana
penyelesaian kasus waris Islam sebelum dan-setelah munculnya UU No. 3 Tahun
2006; serta bagaimana penerapan konsep sadd al-zaii'ah pada pencabutan hak
memilih pada penyelesaian kasus waris umat Islam dalam UU No. 3 Tahun 2006.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non-
statisik) yang berfokus pada studi naskah dan teks dengan menggunakan metode
pendekatan yuridis normatif dan didukung dengan metode pendekatan historis dan
konseptual. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, jenis data yang
digunakan adalahjenis data primer dan sekunder yang bersumber-dari Al-Qur’an,
hadis, buku-buku, jurnal, maupun literatur-literatur lainnya yang sesuai dengan
pembahasan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini yang ditemukan adalah sebagai berikut: pertama, latar
belakang munculnya UU No. 3 Tahun 2006 yaitu adanya kelemahan-kelemahan
yang terdapat.pada UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan. Agama; kedua,
Penyelesaian kasus waris Islam sebelum adanya UU No. 3 Tahun 2006 perubahan
atas UU No. 7 Tahun 1989 masih diberlakukan adanya pilihan hukum, adapun
setelah adanya UU No. 3 Tahun 2006 hak memilih hukum waris sudah dihapuskan,
namun penyelesaian perkara waris Islam sebagian masih ditemukan di Pengadilan
Negeri; ketiga, penerapan konsep sadd al-zari’ah dalam pencabutan hak memilih
hukum pada penyelesaian kasus waris bagi umat Islam telah sesuai namun masih
belum sempurna. Implikasi dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat menambah
wawasan para pembaca terkait permasalahan hukum waris yang berlaku di
Indonesia. Adapun implikasi praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan
pertimbangan bagi ahli hukum untuk mencari celah hak memilih pada UU No. 3
Tahun 2006 sehingga dapat menghapus hak memilih tersebut dengan tegas, juga
menjadi bahan pertimbangan bagi Pengadilan Negeri untuk tidak menerima
kembali kasus waris yang diajukan oleh umat Islam, serta mengajak kembali umat
Islam untuk menyelesaikan kasus warisnya kepada Pengadilan Agama.

Kata Kunci: Pencabutan, Hak Memilih, Kasus Waris, Sadd al-Zari'ah.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tiga peristiwa penting terjadi dalam kehidupan manusia. Tiga peristiwa
tersebut adalah perkawinan, kelahiran dan kematian. Manusia menjalin hubungan
dengan lawan jenisnya melalui perkawinan. Melalui perkawinan terbentuklah
sebuah keluarga. Dalam. keluarga tersebut suatu waktu pasti akan ada anggota
keluarga yang meninggal ‘dunia. Peristiwa kematian  tersebut tentunya akan
menimbulkan luka yang mendalam bagi keluarga.

Walaupun terjadi duka mendalam, namun terdapat' kewajiban yang harus
ditunaikan yaitu menyelenggarakan jenazahnya, menyelesaikan. perkara utang-
piutangnya, menunaikan wasiatnya dan membagikan harta warisannya. Urutan ini
sesuai dengan hal-hal yang harus dilakukan setelah seseorang wafat menurut Salih
bin Fauzan.'- Ketika semua ahli waris sudah berkumpul dan-di antara anggota
keluarga ada yang memahami ilmu pembagian warisan dengan baik, maka
pembagian warisan dapat dilangsungkan. Tetapi jika tidak ada di antara anggota
keluarga yang paham mengenai pembagian warisan, maka perlu untuk mencari
orang yang paham mengenai hal tersebut. Sebab memahami pembagian warisan
termasuk salah satu dari syarat pewarisan.? Apabila pembagian warisan tidak
dilakukan dengan baik atau salah satu dari anggota keluarga mengambil warisan
dengan jumlah dan cara yang tidak benar, maka akan terjadi perpecahan dan
pertikaian di antara mereka. Untuk menghindari hal tersebut maka pembagian

warisan haruslah sesuai dengan hukum waris yang berlaku.

'Salih bin Fauzan bin ‘Abdillah al-Fauzan, Tahgigat al-Mardiyyah fi al-Mabahis al-
Fardiyyah, (Cet. 11I; Riyadh: Maktabah al-Ma’arif, 1407 H/1986 M), h. 24-27.

2Galih bin Fauzan bin ‘Abdillah al-Fauzan, Tahgigat al-Mardiyyah fi al-Mabahis al-
Fardiyyah, h. 30.



Ada tiga hukum waris yang berlaku di Indonesia yaitu hukum waris Islam,
hukum waris perdata dan hukum waris adat. Masing-masing hukum waris
memiliki dasar hukum yang berbeda dalam pelaksanaannya. Hukum waris Islam
dilaksanakan sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang
Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Inpres tersebut Presiden
memberikan instruksi kepada Menteri Agama untuk menyebarkan KHI yang berisi
hukum © perkawinan, kewarisan, ~dan perwakafan.’ Hukum waris perdata
dilaksanakan sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau disingkat
KUHPer. Selanjutnya hukum waris adat dilaksanakan.sesuai adat istiadat
masyarakat setempat, baik itu tertulis maupun tidak tertulis.

Pembagian warisan umat [slam adalah tuntunan yang harus diterapkan
namun pada prinsipnya beberapa dari kalangan umat Islam masih belum
melaksanakannya sesuai dengan ketentuan syariat. Beberapa umat Islam tidak
melakukan pembagian warisan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
dalam KHI. Bahkan ada beberapa yang mengambil secara langsung harta warisan
peninggalan keluarganya yang telah meninggal tanpa sepengetahuan ahli
warisnya. Hal ini tentunya akan mengakibatkan sengketa antara ahli waris. Pihak-
pihak yang bersengketa dalam hal warisan mengajukan kasus waris mereka kepada
lembaga peradilan yang ada untuk mengadili kasus tersebut.

Penyelesaian kasus waris umat Islam telah diatur dalam UU No. 3 Tahun
2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Dalam paragraf kedua penjelasan umum UU No. 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa
klausul yang berbunyi, "Para Pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan

untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan"

3Republik Indonesia, “Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang
Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam,” (Jakarta: Lembaran Lepas Sekretariat Negara, 1991), h.
1.



dinyatakan dihapus.* Pernyataan tersebut menegaskan bahwa dalam penyelesaian
kasus waris umat Islam tidak dapat lagi mempertimbangkan untuk memilih hukum
apa yang digunakan dalam penyelesaian kasus warisnya.

Setelah UU No. 3 Tahun 2006 berlaku, hak memilih hukum waris pada
penyelesaian kasus waris umat Islam seharusnya telah ditiadakan. Namun dalam
implementasinya masih ditemukan berbagai kasus waris umat Islam yang
diterima, diadili dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri. Di antaranya yaitu kasus
waris yang diterima olehPengadilan Negeri -Ngawi dalam Putusan No.
5/Pdt.G/2018/PN.Ngw, kemudian kasus waris -yang ‘diterima oleh Pengadilan
Negeri Medan dalam Putusan No. 152/Pdt.G/2014/PN.Mdn, dan kasus waris yang
diterima. ‘oleh  Pengadilan Negeri Padang Sidempuan dalam Putusan No.
32/Pdt.G/2013/PN.PSP,’ serta kasus-kasus waris lainnya. Hal ini‘disebabkan oleh
faktor ketidakpahaman sebagian masyarakat tentang waris Islam dan terutama
tentang kewenangan peradilan agama dalam mengadili dan' memutus perkara
waris.®

Penghapusan hak memilih pada UU No. 3 Tahun 2006 belum tegas karena
tidak ditulis secara eksplisit, sehingga secara implisit masih dipahami bahwa
peluang hak memilih dalam sengketa waris masih diperbolehkan.” Sejak
berlakunya UU No. 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama berwenang memutuskan

perkara warisan ‘yang putusannya bersifat mengikat sebagaimana putusan

“Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,” (Jakarta: Lembaran Negara
RI, 2006), h. 19.

SMahkamah Agung Republik Indonesia, “Direktori Putusan — Mahkamah Agung Republik
Indonesia”, Official Website Mahkamah Agung RI, https://putusan3.mahkamahagung.go.id (29
Juni 2023).

®Eka Susylawati, “Kewenangan Peradilan Agama dalam Menangani Perkara Waris setelah
Berlakunya UU Nomor 3 Tahun 20067, a/-lhkam 2, no. 1 (2007): h. 149.

"Lina Kushidayati, "Hak Opsi dan Hukum Waris Islam di Indonesia", a/-manahij: Jurnal
Kajian Hukum Islam 7, no. 1 (2013): h. 62.



Pengadilan Negeri. Meskipun disebutkan bahwa masalah waris antara umat Islam
telah menjadi kewenangan agama, namun dalam Penjelasan Umum butir 2 alinea
ke-6 dinyatakan bahwa pihak yang berperkara dapat mempertimbangkan untuk
memilih hukum dalam pembagian warisan.® Dari kata “dapat” itulah disimpulkan
bahwa para pihak boleh melakukan pilihan hukum.

Masalah terjadi ketika pihak-pihak yang bersengketa tidak mencapai
kesepakatan dalam memilih hukum waris yang akan digunakan. Sehingga satu
kasus waris diperiksa oleh dua peradilan yang berbeda dan menerapkan hukum
waris yang berbeda pula, hal ini memunculkan . ketidakpastian hukum di
masyarakat.” Kendala dalam pengembalian kewenangan peradilan agama dalam
sengketa. - waris’ juga menimbulkan pluralisme!® hukum. Hal tersebut
melatarbelakangi terbitnya UU No. 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa pilihan
hukum - dalam perkara waris dihapus. Salah satu tujuannya ‘adalah untuk
menghindari upaya memperlambat-atau mengulur waktu penyelesaian sengketa.!?

Penghapusan hak memilih dalam UU No. 3 Tahun 2006 merupakan langkah
preventif agar tidak terjadi pluralisme hukum waris bagi umat Islam dan juga
untuk menghindari- upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian
sengketa. Langkah preventif ini sangat erat kaitannya dengan konsep sadd al-

zari’ah dalam hukum Islam. Yang mana sadd al-zari’ah adalah upaya untuk

SRepublik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama,” (Jakarta: Lembaran Negara R1, 1989), h. 26.

9Eka Susylawati, “Kewenangan Peradilan Agama dalam Menangani Perkara Waris setelah
Berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2006, al-lhkam 2, no. 1 (2007): h. 145-147.

10p]yralisme hukum berarti keragaman hukum, yaitu ketika berlakunya lebih dari satu
aturan hukum dalam suatu lingkungan sosial.

""Hamzah, “Peranan Peradilan Agama dalam Pertumbuhan dan Dinamika Hukum
Kewarisan di Indonesia”, A/-Syakhshiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan 2, no.
2 (2020): h. 132.

2Martadinata, "Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 ke UU No. 3 Tahun 2006 tentang
Pengadilan Agama Perspektif Politik Hukum", 7esis(Malang: Program Pascasarjana UIN Maulana
Malik Ibrahim, 2013), h. 27.



menutup segala jalan yang dapat mengantarkan kepada mafsadat. Dalam syariat,
umat Islam dituntut untuk menghindari dan menghilangkan mafsadat semaksimal
mungkin. Dengan konsep sadd al-zari’ah ini dapat diketahui arti penting dari
penghapusan hak memilih dalam UU No. 3 Tahun 2006, sehingga masyarakat
memilih untuk kembali ke Pengadilan Agama dalam menyelesaikan kasus
warisnya sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Swt.

Berdasarkan hal di atas, perlu dibahas lebih mendalam  terkait latar
belakang munculnya UU Ne..3 Tahun 2006. Selanjutnya perlu diketahui juga
bagaimana penyelesaian kasus waris umat Islam sebelum dan setelah terbitnya UU
No. 3 Tahun 2006 serta bagaimana penerapan UU No. 3 Tahun 2006 ini dalam
perspektif sadd al-zari’ah. Maka dari itu penulis akan melakukan penelitian dalam
skripsi yang berjudul “Pencabutan Hak Memilih pada Penyelesaian Kasus Waris
bagi Umat Islam dalam UU No. 3 Tahun 2006 Perspektif Sadd al-Zari'ah”

B. Rumusan dan Batasan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan. di atas dapat
dirumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:
1. Bagaimana latar belakang munculnya UU No. 3 Tahun 2006?
2. Bagaimana penyelesaian kasus waris bagi umat Islam sebelum dan setelah
munculnya UU No. 3 Tahun 20067
3. Bagaimana pencrapan konsep sadd al-zari ’ah dalam pencabutan hak memilih

pada penyelesaian kasus waris bagi umat Islam?

C. Pengertian Judul

Untuk menghindari kekeliruan penafsiran, serta untuk memperjelas topik
yang menjadi judul pembahasan pada penelitian ini, maka peneliti akan
menjabarkan terlebih dahulu kata-kata yang terdapat pada judul penelitian ini

sebagai berikut.



1. Pencabutan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pencabutan berarti
proses, cara, perbuatan mencabut (menarik kembali, membatalkan).!3
2. Hak Memilih

Hak memilih adalah hak memilih hukum yang dirasa cocok dengan
seseorang dan biasanya bidang-bidang hukum yang memiliki hak opsi adalah
bidang hukum perdata.'4
3. Penyelesaian

Penyelesaian  'dalam KBBI berarti * proses, cara, perbuatan,
menyelesaikan (dalam berbagai arti seperti pemberesan, pemecahan). !’
4. Kasus Waris

Kasus dalam KBBI memiliki arti keadaan yang sebenarnya dari suatu
urusan atau perkara; keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan
seseorang atau suatu hal.'® Waris berasal dari bahasa arab yang berarti harta
peninggalan yang diwarisi oleh ahli warisnya.!” Kasus waris yang dimaksud
dalam penelitian ini yaitu perkara pembagian harta peninggalan pewaris kepada
ahli warisnya.
5. UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama menegaskan bahwa pengadilan agama bertugas untuk

menyelesaikan perkara antara orang-orang Islam pada bidang perkawinan,

3Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Cet.
IV; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 170.

“Eka Susylawati, “Kewenangan Peradilan Agama dalam Menangani Perkara Waris
setelah Berlakunya UU Nomor 3 Tahun 20067, al-lThkam 2, no. 1 (2007): h. 147.

SDepartemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, h. 687.
1$Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, h. 397.

17Bin Manzur, Lisdn al-‘Arab (Cet. II; Beirut: Dar al-Ma’arif, 1300 H), h. 4808.



waris, wasiat, dan lain-lain.!® Penelitian ini berfokus pada bidang waris
khususnya pada penjelasan umum UU No. 3 Tahun 2006."° Kalimat yang
tercantum pada penjelasan umum undang-undang tersebut menghapus pilihan
hukum waris bagi umat Islam.
6. Sadd Al-Zari’ah
Kata Sada(i«’») merupakan masdar dari sadda yasuddu saddan yang
memiliki makna menutup kecacatan/kerusakan dan menutup lubang.?’ Kata
Zari’ah (L_, 93) merupakan kata benda tunggal yang berarti a/-wasilah yaitu jalan
atau sarana.?! Sadd al-zari’ahberarti melarang dan menolak segala sesuatu yang
dapat menjadi sarana kepada keharaman, untuk mencegah kerusakan dan
bahaya.”> Sadd al-zari’ah merupakan salah satu pendalilan dalam upaya
penggalian hukum Islam guna untuk mencegah, melarang, menutup jalan atau
wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan, dan dapat menimbulkan
sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang.?
Pencabutan Hak Memilih pada Penyelesaian Kasus Waris bagi Umat Islam
dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 Perspektif Sadd al-Zaii’ah berarti proses
pencabutan hak memilih hukum waris pada perkara pembagian harta warissan
umat Islam yang terdapat dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 ditinjau dengan konsep
Sadd al-Zari ah.

8Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
Undang-Undang RT Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,” (Jakarta: Lembaran Negara
RI, 2006), h. 15-16.

Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,” h. 19.

20Bin Manzur, Lisan al-‘Arab, Juz 3 (Cet. III; Beirut: Dar Shadir, 1300 H), h. 207.
21Bin Manzur, Lisan al- ‘Arab, Juz 8, h. 93.

22Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili, Usul al-Figh al-Islami, Juz 2 (Cet. 1; Damsyik: Dar al-
Figr, 1406 H/1986 M), h. 108.

ZIntan Arafah, “Pendekatan Sadd Adz-Dzari’ah dalam Studi Islam”, A/-Muamalat: Jurnal
Hukum dan Ekonomi Syariah 5, no. 1 (2020): h. 70.



D. Kajian Pustaka

Adapun referensi penelitian dan penelitian terdahulu yang penulis jadikan
sebagai rujukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Referensi
a. Kitab Al-Wajiz fi Usul al-Figh al-Islami: al-Madkhal, al-Masadir, al-Hukmu al-
Syar’i

Kitab Al-Wajiz fi Usul al-Figh al-Islami: al-Madkhal, al-Masadir, al-
Hukmu al-Syar’i?* ditulis oleh. Muhammad Mustafa Al-Zuhaili. Ta menulis dalam
kitabnya penjelasan mengenai sumber-sumber. hukum Islam secara rinci. Ia
menuliskan penjelasan mengenai sadd al-zari'ah pada bab.pertama kitabnya
sumber-sumber syariat [slam, yang ia bahas secara khusus pada bagian kedua
tentang sumber-sumber yang diperselisihkan. Pada pembahasan ketujuh, ia
menjelaskan pengertian sadd al-zari'ah, ke-hujjah-annya, serta dalil-dalil yang
terkait dengan sadd al-zari'ah. Korelasi kitab tersebut dengan penelitian ini yaitu
penggunaan sadd al-zari'ah sebagai salah satu metode pendalilan sumber hukum
Islam.
b. Kitab Usul al-Figh

Kitab Usul al-Figh?®> merupakan kitab karya Muhammad Abu Zahrah.
Kitab tersebut membahas tentang usi/ figh secara umum. Ia menuliskan sumber-
sumber hukum Islam yang diperselisihkan oleh para ulama. Salah satu sumber
hukum Islam yang ia tuliskan yaitu a/-zari’ah. Pada bab ketiga pembahasan
kesembilan ia menjelaskan bahwa pembahasan a/-zar7’ah dapat ditemukan di kitab-
kitab Malikiyyah dan Hanbaliyyah. 1a menyebutkan bahwa al-zari'ah berarti

sesuatu yang menjadi jalan keharaman atau kehalalan. Korelasi kitab tersebut

2*Muhammad Mustafa Al-Zuhaili, A/-Wajiz i Usul al-Figh al-Islami: al-Madkhal, al-
Masadir, al-Hukmu al-Syar’i (Cet. 1I; Damaskus: Dar al-Khair, 1419 H/1999 M), h. 108-110.

Z’Muhammad Abu Zahrah, Usul al-Figh, (Saudi: Dar al-Fikr, 1377 H/1958 M), h. 287.



dengan penelitian ini yaitu menentukan bagaimana sesuatu dapat tergolong
sebagai zar7'ah.
c. Kitab Taisir ‘Ilmi Usul al-Figh

Kitab Taisir ‘Ilmi Usul al-Figh?¢ adalah kitab yang ditulis oleh ‘Abdullah
bin Yusuf bin ‘Isa bin Ya’qub al-Ya’qub al-Judayyi’. Ia menuliskan penjelasan
mengenai usul fighsecara umum. Dalam kitabnya ia mencantumkan sadd al-zar7'ah
pada pembahasan dalil-dalil hukum, tepatnya pada pembahasan dalil keenam
tentang al-maslahah al-mursalah. Pada bagian 'itu, ia menjelaskan mengenai
permasalahan sadd al-zarai'yang berisi pengertian, jenis-jenis sadd al-zari'ah, dan
perbedaan pandangan para ulama tentang sadd al-zari'ah. Korelasi kitab tersebut
dengan penclitian ini yaitu penggunaan konsep sadd al-zari'ah sebagai salah satu
dalil dalam hukum Islam.
d. Kitab I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin

Kitab I'lam al-Muwaqqi‘in-'an Rabb al-'Alamin?’ adalah kitab buah karya
Abu ‘Abdillah Muhammad bin Abi Bakr bin ‘Ayyub bin Qayyim al-Jauziyyah.
Dalam kitab tersebut ia menjelaskan mengenai pengertian sadd al-zarai’, wasilah,
macam-macamnya, kemudian dalil-dalil yang menjelaskan mengenai larangan
untuk melakukan perbuatan yang mengantarkan kepada yang haram walau hal
tersebut asalnya boleh dilakukan, serta contoh-contoh penerapan sadd al-zari'ah.
Pembahasan mengenai sadd al-zari'ah dapat ditemui dalam bagian keempat
kitabnya yang secara khusus membahas mengenai sadd al-zarai’ Korelasi kitab
tersebut dengan penclitian yaitu pada pembahasan bagaimana sesuatu dapat

dikategorikan sebagai wasilah atau zari ah.

26¢ Abdullah bin Yusufbin ‘Tsa bin Ya’qub al-Ya’qub al-Judayyi’, Taisir ‘llmi Usul al-Figh,
(Cet. I; Beirut: Al-Rayyan, 1418 H/1997 M), h. 204.

27Abu ‘Abdillah Muhammad bin Abi Bakr bin ¢Ayyub bin Qayyim al-Jauziyyah, I7amul
Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin, Juz 4 (Cet. II; Riyad: Dar ‘Ataat al-‘Ilm, 1440 H./2019 M.), h. 3.
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e. Buku Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan
Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya
Buku Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan
Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya?® adalah buku
yang disusun oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Buku tersebut berisi
Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari pasal-pasal yang membahas tentang
hukum Perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Buku ini juga memuat peraturan
dan perundang-undangan yang terkait dengan pembahasan pada kompilasi Hukum
Islam. Korelasi buku tersebut dengan penelitian ini yaitu pada pembahasan hukum
kewarisan Islam.
2. Penelitian Terdahulu
a. Jurnal dengan judul Hak Opsi dan Hukum Waris Islam di Indonesia®® ditulis
oleh-Lina Kushidayati. Dalam hasil penelitiannya, ia menyimpulkan bahwa
meski klausul mengenai hak opsi telah dihapus dengan adanya UU No. 3/2006
tentang perubahan UU No. 7/1989, namun secara implisit hak opsi masih diakui
keberadaannya karena penghapusan tersebut tidak disebutkan secara eksplisit.
Skripsi tersebut membahas tentang hak memilih yang tercantum dalam UU No.
3 Tahun 2006. Namun, dalam penelitian ini lebih spesifik membahas penerapan
UU No. 3 Tahun 2006 dengan pendekatan konsep sadd al-zari’ah.
b. Jurnal berjudul Qa’idah Sadd al-Zara’i wa Tatbigatuha Khilal Jaihah Kurana:

Ba’du Qararat Hukumat Daul al-‘Alam Anamuzsajz° ditulis oleh Saif al-

ZMahkamah Agung RI, “Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan
dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya,” (Jakarta: Perpustakaan
Nasional RI, 2011), h. v.

2Lina Kushidayati, "Hak Opsi dan Hukum Waris Islam di Indonesia", a/l-manahij: Jurnal
Kajian Hukum Islam 7, no. 1 (2013): h. 62.

30Saif al-Anwar, “Qa’idah Sadd gl—Zaré’i wa Tatbigatuha Khilal Jaihah Kuruna: Ba’du
Qararat Hukumat Daul al-‘Alam Anamuzsaja’, AQU Journal of Shari’a Sciences and Islamic
Studies?2, no. 2 (2022): h. 319.



11

Anwar. Di dalam jurnal tersebut, ia menyimpulkan bahwasanya sadd al-zari ah
adalah mencegah sesuatu yang hukumnya boleh untuk menutup pintu-pintu
mafsadat yang jika dibuka dapat terjatuh ke kepada mafsadat tersebut. Ia juga
menyimpulkan bahwa penerapan sadd al-zari’ah pada masa-masa pandemi
korona terhadap regulasi pemerintah telah sesuai. Jurnal tersebut membahas
konsep sadd al-zari’ah dan penerapannya seperti yang dijelaskan dalam
penelitian ini. Namun, dalam penelitian ini membahas lebih dalam mengenai
konsep sadd al-zari’ah dan penerapannya dalam UU No. 3 Tahun 2006.

c. Jurnal berjudul Kewenangan Peradilan Agama dalam Menangani Perkara Waris
setelah Berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2006°' ditulis oleh Eka Susylawati.
Dalam hasil penelitiannya, ia mengungkapkan bahwa walaupun UU No. 3
Tahun 2006 mengisyaratkan bahwa hukum waris berlaku bagi orang-orang yang
beragama - Islam, dalam kenyataannya belum memenuhi-harapan, karena
ternyata ada sebagian anggota masyarakat yang belum menundukkan diri pada
hukum waris Islam. Jurnal tersebut membahas tentang kasus waris Islam dalam
UU No. 3 Tahun 2006. Namun, skripsi ini lebih fokus pada penerapan UU. No.
3 Tahun 2006 ditinjau dari konsep sadd al-zari’ah.

d. Jurnal berjudul Penghapusan Tujuh Kalimat dalam Piagam Jakarta dalam Teori
Sadd Dzari'al*? ditulis oleh Ali Ahmad Yenuri. [a mengungkapkan bahwasanya
tujuh kata dalam Piagam Jakarta disetujui untuk dihapuskan dengan
pertimbangan supaya tidak menjadi sarana atau jalan menuju sebuah keburukan
(mafsadat). Maka, untuk menutup jalan (sadd al-zari’ah) yang dapat
menimbulkan keburukan yaitu perpecahan di dalam NKRI, para ulama rela

untuk menerima penghapusan tujuh kata di dalam Piagam Jakarta. Dalam jurnal

3'Eka Susylawati, “Kewenangan Peradilan Agama dalam Menangani Perkara Waris
setelah Berlakunya UU Nomor 3 Tahun 20067, al-lThkam 2, no. 1 (2007): h. 168.

32Ali Ahmad Yenuri, "Penghapusan Tujuh Kalimat dalam Piagam Jakarta dalam Teori
Sadd Dzari'ah", Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga?2, no. 2 (2021): h. 168.
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tersebut dijelaskan korelasi antara konsep sadd al-zari’ah dengan penghapusan
tujuh kalimat dalam Piagam Jakarta. Adapun dalam penelitian ini dijelaskan
korelasi konsep sadd al-zari’ah dengan pencabutan hak memilih pada
penyelesaian kasus waris Islam.

e. Skripsi dengan judul Efektifitas Penghapusan Pilihan Hukum dalam Perkara
Waris Pasca Disahkannya UU. No.3 Tahun 2006 (Studi pada Pengadilan Agama
dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan)’’ ditulis oleh Achmad Nurholis. Dalam
hasil penelitiannya, ia menyimpulkan bahwa penghapusan pilihan hukum sudah
efektif. Dari 32 kasus waris yang ditangani Pengadilan.Agama ada 19 kasus
yang diputuskan, 11 kasus dicabut, dan 2 kasus masih dalam proses
persidangan. Adapun pada Pengadilan Negeri hanya menetima 5 kasus waris, 3
kasus yang diputuskan dan 2 kasus dicabut atau ditarik oleh pihak yang
berperkara. Jurnal tersebut membahas UU No. 3 Tahun 2006 seperti yang
dibahas dalam penelitian ini. Adapun penelitian ini lebih spesifik membahas

tentang penerapan UU No. 3 Tahun 2006 dalam perspektif sadd al-zar7 ah.

E. Metodologi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode
library research (kajian pustaka). Kajian pustaka berisi teori-teori yang relevan
dengan masalah penelitian. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai
konsep teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari

artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian

33 Achmad Nurholis, "Efektifitas Penghapusan Pilihan Hukum dalam Perkara Waris Pasca
Disahkannya UU. No.3 Tahun 2006 (Studi pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan)", Skripsi (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2009), h. 75-76.
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pustaka berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi
dalam penelitian.3*
2. Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:

a. Yuridis Normatif, yaitu mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-
norma yang terkandung dalam hukum Islam, bersumber dari Al-Qur’an, hadis,
dan kaidah hukum Islam serta pendapat-pendapat ulama yang telah ditetapkan
di dalam hukum Islam secara menyeluruh.®

b. Historis, yaitu menelaah sumber-sumber lain yang berisi tentang informasi-
informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis, atau
dalam kata lain penelitian yang mendeskripsikan gejala tetapi bukan yang
terjadi pada saat atau pada waktu penelitian dilakukan.?¢

c. Konseptual, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat konsep-
konsep, kaidah-kaidah, atau prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan
permasalahan.?” Dalam penelitian ini pendekatan konseptual dilakukan dengan
cara menelaah konsep atau kaidah hukum Islam yang berkaitan dengan
pencabutan hak memilih hukum waris:

3. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari

sumber-sumber rujukan peneliti yaitu meliputi:

34Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian (Yogkarta: Pustaka Baru Press, 2019), h. 57.

35Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011),
h. 33-35.

36Sudirwan, "Pemikiran Al-Mawardi tentang Relasi Agama Islam dan Negara serta
Relevansinya Terhadap Konteks Indonesia", Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia, 2019), h. 60.

%Sisca Hadi Velawati, “Nafkah Madliyah dalam Perkara Perceraian”, Skripsi (Malang:
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015), h. 41.



14

a. Sumber Data Primer
Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh
peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.3® Sumber data primer
dalam penelitian ini adalah kitab Usul al-Figh al-Islami, karena kitab ini secara
khusus membahas metode sadd al-zari’ah secara rinci dan detail, kemudian UU
No. 7 Tahun 1989 yang berisi hak memilih dalam penyelesaian kasus waris bagi
umat Islam, serta UU No. 3 Tahun 2006 yang berisi pencabutan hak memilih
tersebut.
b. Sumber Data Sekunder
Di samping data primer terdapat data sekunder yang sering kali juga
diperlukan peneliti. Data sekunder itu biasanya tersusun dalam bentuk dokumen-
dokumen.?° Dalam penelitian ini peneliti mengambil referensi dari literatur berupa
kitab-kitab yang membahas tentang sadd al-zari’ah baik- klasik maupun
kontemporer, artikel, jurnal, pendapat-pendapat pakar, tokoh, maupun akademisi
yang memiliki perhatian tentang judul dari penelitian ini.
4. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data adalah cara atau langkah untuk mendapatkan
data dalam penelitian.*® Dalam hal ini penulis mencari dalam ayat-ayat Al-
Qur’an, hadis, literatur, dokumen dan hal-hal lain yang membahas tentang
pencabutan hak memilih pada penyelesaian kasus waris bagi umat Islam dalam
UU No. 3 Tahun 2006 perspektif sadd al-zari’ah.
Adapun langkah-langkah metodologi penelitian yang penulis gunakan
adalah:

38Suryabrata, Sumadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014),
h. 39.

¥Suryabrata, Sumadi, Metodologi Penelitian, h. 39.

40Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatit dan R&D (Cet. XIX; Bandung:
Alfabeta, 2013) h. 224.
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a. Membaca tulisan-tulisan yang berkaitan dengan tema penelitian.

b. Mempelajari mengkaji dan menganalisis data yang terdapat pada tulisan
tersebut.

€. Menyimpulkan hasil dari penelitian tersebut.

Setelah diketahui mengenai konsep yang membahas tentang masalah ini
dari hukum Islam, tahapan selanjutnya adalah penelaahan terhadap hubungan
konsep tersebut dengan masalah yang ada sehingga dapat menentukan implikasi
dari penelitian ini.

5. Metode Pengolahandan Analisis Data

Sumber data yang diperlukan dalam penclitian. ini dikumpulkan,
dilakukan klasifikasi dan interpretasi sesuai dengan keperluan. Kemudian
hasilnya_dituangkan dalam bentuk uraian yang sistematis sehingga menjadi
suatu pernyataan yang utuh.

Sedangkan analisis data  dilakukan dengan analisis isi (Content
Analysis). Dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Data penelitian diklarifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.

b. Hasil klarifikasi dan selanjutnya disistematisasikan.

c. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar
dalam mengambil kesimpulan.

d. Pengambilan kesimpulan akan dilakukan secara deduktif, yaitu mendahulukan
pemahaman ‘'umum lalu ditarik pemahaman secara khusus, sehingga hasil

pemahamannya dapat dengan mudah dipahami atau disampaikan. 4!

4'Fahmi Muhammad dan Jaenal Aripin, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Lembaga
Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010), h. 17-18.
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F. Tujvuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui latar belakang munculnya UU No. 3 Tahun 2006.
b. Untuk mengetahui penyelesaian kasus waris bagi umat Islam sebelum dan
setelah munculnya UU No. 3 Tahun 2006.
c. Untuk mengetahui penerapan konsep sadd al-zari’ah dalam pencabutan hak
memilih pada penyelesaian kasus waris bagi umat Islam.
2. Kegunaan Penclitian
a. Kegunaan [Imiah
Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menambah
wawasan ilmu pengetahuan Islam, khususnya dalam masalah penyelesaian kasus
waris bagi umat Islam serta menjadi referensi bagi para peneliti-lainnya.
b. Kegunaan Praktis
Diharapkan penelitian ini dapat memperkuat pemahaman umat Islam
mengenai pencabutan hak memilih hukum kasus waris bagi umat Islam sehingga
terhindar dari mafsadat yang ditimbulkannya. Penelitian ini juga diharapkan
menjadi bahan pertimbangan bagi Pengadilan Negeri untuk tidak menerima kasus
waris yang diajukan oleh umat Islam, serta mengajak kembali umat Islam untuk

menyelesaikan kasus warisnya kepada Pengadilan Agama.



BAB Il
TINJAUAN UMUM TENTANG HAK MEMILIH HUKUM WARIS

A. Hukum Waris di Indonesia
Secara umum ada tiga hukum waris yang berlaku di Indonesia. Tiga hukum
waris tersebut adalah sebagai berikut.
1. Hukum Waris Islam
Hukum waris Islam' dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam
Kompilasi  Hukum' Islam (KHI) Buku- Il tentang Hukum Kewarisan.
Pelaksanaan hukum waris tersebut tercantum dalam Instruksi Presiden No. 1
Tahun 1991 tentang Penyebarluasan KHI. Instruksi tersebut berbunyi sebagai

berikut:

“Presiden Republik Indonesia menginstruksikan kepada Menteri Agama untuk
menyebarkan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari:

a. Bukul tentang Hukum Perkawinan,

b. Buku Il tentang Hukum Kewarisan,

c..Buku III tentang Hukum Perwakafan.
Sebagaimana telah diterima baik oleh para Alim Ulama Indonesia dalam Loka
Karya di Jakarta pada tanggal 2 sampai dengan 5 Februari 1988, untuk
digunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang
memerlukannya.”!

Hukum waris dalam KHI adalah hukum yang mengatur tentang
pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan
siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-
masing.?

Pewaris adalah orang yang pada saat wafat atau yang dinyatakan wafat
beragama Islam berdasarkan putusan Pengadilan, meninggalkan ahli waris dan

harta peninggalan. Adapun ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris

'Republik Indonesia, “Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang
Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam,” (Jakarta: Lembaran Lepas Sekretariat Negara, 1991), h.
1.

Mahkamah Agung RI, “Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan
dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya,” (Jakarta: Perpustakaan
Nasional RI, 2011), h. 107.
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wafat mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris,
beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.?
Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik
yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Adapun harta
waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah
digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai wafatnya, biaya
pengurusan jenazah (zajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.*
Ahli waris dalam hukum waris Islam'diketahui dari Kartu Identitas atau
pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir
atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnyaatau lingkungannya.
Seseorang dapat terhalang menjadi ahli waris dengan putusan-hakim yang telah
mempunyai ketetapan hukum, jika:
a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh-atau menganiaya
berat pewaris
b. Dipersalahkan telah memfitnah pewaris melakukan suatu kejahatan yang
diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.>
Adapun kelompok ahli waris terbagi menjadi dua yaitu:
a. Menurut hubungan darah:
1) Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman
dan kakek.
2) Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan

dari nenek.

3Mahkamah Agung RI, “Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan
dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya,” (Jakarta: Perpustakaan
Nasional RI, 2011), h. 107.

“Mahkamah Agung RI, “Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan
dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya,” h. 107.

SMahkamah Agung RI, “Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan
dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya,” h. 108.



19

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan
hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.¢

Besarnya bagian dalam pembagian warisan Islam adalah sebagai
berikut.

a. Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang
ataulebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak
perempuan bersama-sama-dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki
adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan:

b. Ayah mendapat scpertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila
ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

c. Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila
tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga
bagian. Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau
duda bila bersama-sama dengan ayah.

d. Duda mendapat separuh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila
pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.

e. Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan
bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.

f. Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-
laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian.
Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat

sepertiga bagian.

®Mahkamah Agung RI, “Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan
dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya,” (Jakarta: Perpustakaan
Nasional RI, 2011), h. 108.
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g. Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia
mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat
separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara
perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-
sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-
sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-
laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.’

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam harta
warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.-Bagi ahli waris yang
belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka
baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota
keluarga. Para ahli waris baik secara bersama-sama atau_perseorangan dapat
mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan
pembagian warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui
permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui
Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan.®

Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama seckali atau ahli
warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan
Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk

kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum.’

"Mahkamah Agung RI, “Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan
dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya,” (Jakarta: Perpustakaan
Nasional RI, 2011), h. 109-110.

$Mahkamah Agung RI, “Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan
dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya,” h. 110-111.

‘Mahkamah Agung RI, “Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan
dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya,” h. 112.
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2. Hukum Waris Perdata
Hukum waris perdata dilaksanakan sesuai dengan Kitab Undang-undang
Hukum Perdata atau disingkat KUHPer. Dalam hukum waris perdata berlaku
asas bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum
kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Dengan kata lain, hanyalah
hak-hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.!
Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam unsur-unsur pewarisan
adalah:
a. Syarat-syarat yang berhubungan dengan pewaris. Untuk terjadinya pewarisan,
maka si pewaris harus sudah meninggal dunia.
b. Syarat-syarat-yang berhubungan dengan ahli waris:
1) Mempunyai hak atas harta peninggalan pewaris, hak ini ada karena:
a) Adanya hubungan darah atau perkawinan antara ahli waris- dengan pewaris
disebut ahli waris menurut undang-undang.
b) Adanya pemberian wasiat.
2) Ahli waris ada atau masih hidup pada saat kematian pewaris.
3) Tidak terdapat sebab-sebab atau hal-hal yang menurut undang-undang, ahli
waris tidak patut atau terlarang untuk menerima warisan dari si pewaris.!!
Menurut KUHPer ada empat kelompok yang tidak patut menjadi ahli
waris dan karenanya dikecualikan dari pewarisan ialah:
a. Mereka yang dengan putusan hakim dihukum karena dipersalahkan telah

membunuh, atau mencoba membunuh si yang meninggal.

19Achmad Nurholis, "Efektifitas Penghapusan Pilihan Hukum dalam Perkara Waris Pasca
Disahkannya UU. No.3 Tahun 2006 (Studi pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan)", Skripsi (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2009), h. 17.

"1 Achmad Nurholis, "Efektifitas Penghapusan Pilihan Hukum dalam Perkara Waris Pasca
Disahkannya UU. No.3 Tahun 2006 (Studi pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan)", Skripsi, h.18-19.
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b. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan, karena secara fitnah
telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal ialah suatu pengaduan
telah melakukan suatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima
tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat.

c. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah atau
menghalang-halangi si meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiat.

d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat yang
meninggal.'?

Ahli waris menurut hukum waris perdata tidak dibedakan menurut jenis
kelamin layaknya dalam beberapa hukum waris adat. Seseorang menjadi ahli
waris menurut hukum waris perdata disebabkan oleh perkawinan dan hubungan
darah, baik secara sah maupun tidak. Orang yang memiliki hubungan darah
terdekatlah yang berhak untuk mewaris. Jauh dekatnya hubungan darah dapat
dikelompokkan menjadi empat golongan, yaitu:

a. Golongan [, dalam golongan ini, suami atau istri dan atau anak keturunan
pewaris yang berhak menerima warisan. Dalam bagan di atas yang
mendapatkan warisan adalah istri/suami dan ketiga anaknya. Masing-masing
mendapat 4 bagian.

b. Golongan II, golongan ini terdiri atas orang tua, saudara laki-laki atau
perempuan dan keturunannya. Menurut Pasal 854 Ayat 1 KUHPer, apabila
tidak ada ahli waris dalam golongan pertama, maka warisan jatuh kepada

golongan kedua.

2Mahkamah Agung RI, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” (t.t.p.: t.p., 1847), h.
155.
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Bagian ayah dan ibu masing-masing:

1) Dalam hal bapak atau ibu mewaris sendiri artinya tidak ada saudara-saudara
yang mewaris bersama-sama dengan dia, maka ia mewaris seluruh warisan.'3
Jika bapak atau ibu yang mewaris mereka masing-masing mendapatkan 5
warisan.

2) Apabila ayah dan ibu mewaris bersama dengan seorang saudara laki-laki atau
perempuan, maka masing-masing mendapat bagian yang sama besar. Ayah
dan ibu masing-masing-mendapat 1/3 bagian-dan sisanya yang 1/3 adalah
bagian saudara.'

3) Apabila ayah dan ibu mewaris bersama-sama dengan dua orang saudara laki-
laki~ataupun perempuan, maka ayah dan ibu mendapatl/4 bagian, dan
sisanya adalah untuk saudara dengan bagian yang sama besar. !

4) Apabila ayah dan ibu mewaris dengan lebih dari dua orang saudara, maka
bagian ayah dan ibu yang masing-masing ' bagian diambil lebih dahulu dan
2/3 dibagi untuk saudara si pewaris. !¢

Yang perlu mendapat perhatian dalam Pasal 855 KUHPer adalah:

a) Kedudukan ayah atau ibu terhadap warisan anak adalah berbeda dengan

kedudukan saudara.

b) Ayah atau ibu mendapat bagian yang lebih dahulu, baru sisanya adalah hak

saudara-saudara pewaris.
Bagian saudara sebagai ahli waris, bila seorang meninggal tanpa

meninggalkan seorang keturunan ataupun suami dan istri, sedangkan bapak dan

3Mahkamah Agung RI, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” (t.t.p.: t.p., 1847), h.

159.

“Mahkamah Agung RI, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” h. 158.
5Mahkamah Agung RI, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” h. 158.
Mahkamah Agung RI, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” h. 159.
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ibunya telah meninggal lebih dahulu, maka saudara laki —laki dan perempuan
mewaris selutuh hartanya.!”

c. Golongan III, kakek nenek dalam golongan ini pewaris tidak mempunyai
saudara kandung sehingga yang mendapatkan waris adalah keluarga dalam garis
lurus ke atas, baik dari garis ibu maupun ayah. Contoh yang dimaksud mendapat
warisan adalah kakek atau nenek baik dari ayah dan ibu. Untuk Pembagiannya
warisan di bagi menjadi dua lebih dahulu, satu bagian untuk garis lurus
keturunan ayah dan satu bagian lainnya untuk garis lurus keturunan ibu.

d. Golongan IV, pada golongan ini yang berhak menetima warisan adalah keluarga
sedarah dalam garis atas yang masih hidup. Mereka ini mendapat !4 bagian.
Sedangkan ahli waris dalam garis yang lain dan derajatnya paling dekat dengan
pewaris mendapatkan > bagian sisanya. Ahli waris dalam _garis lainnya di sini
yang dimaksud adalah para paman dan bibi dan sekalian keturunan dari paman-
paman dan bibi-bibi yang telah meninggal dahulu dari pewaris.!®

Undang-undang tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan,
juga tidak membedakan urutan kelahiran. Hanya ada ketentuan bahwa ahli
waris golongan pertama jika masih ada maka akan menutup hak anggota
keluarga lainnya dalam garis lurus ke atas maupun ke samping. Demikian pula,
golongan yang lebih tinggi derajatnya menutup yang lebih rendah derajatnya.
Sebelum melakukan pembagian warisan, ahli waris harus bertanggung jawab
terlebih dahulu kepada hutang-piutang yang ditinggalkan oleh pewaris semasa

hidupnya.

"Mahkamah Agung RI, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” (t.t.p.: t.p., 1847), h.
159.

¥Mahkamah Agung RI, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” h. 154-159.
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3. Hukum Waris Adat
Hukum waris adat merupakan hukum yang memuat garis-garis
ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, harta warisan, pewaris,
ahli waris, serta cara harta warisan itu dialihkan penguasaannya dan
pemilikannya dari pewaris kepada waris. Adapun yang dimaksud dengan harta
warisan adalah harta kekayaan dari pewaris yang telah meninggal dunia, baik
harta itu telah terbagi-bagi maupun masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi.
Termasuk di dalamnya harta warisan, yaitu harta pusaka, harta perkawinan,
harta asal, harta bawaan, dan harta bersama. Pewaris adalah orang yang
meneruskan harta peninggalannya kepada para ahli waris (waris). Ahli waris
adalah istilah yang menunjukkan orang yang mendapat harta warisan dari si
pewaris. Cara pengalihan adalah proses penerusan harta warisan dari pewaris
kepada ahli waris, baik sebelum atau sesudah meninggal dunia.'®
Dalam hukum waris adat juga masih bersifat pluralisme hukum, karena

pada trealitanya hukum waris adat masih dipengaruhi oleh 3 (tiga) sistem
kekerabatan atau kekeluargaan yang ada dalam masyarakat Indonesia, yaitu:

a. Sistem patrilineal, yang menarik garis keturunan laki-laki atau ayah yang
terdapat pada masyarakat di Tanah Gayo, Alas, Batak, Bali, Irian Jaya, Timor.

b. Sistem matrilineal, yaitu menarik garis keturunan perempuan atau ibu yang
terdapat pada masyarakat Minangkabau.

c. Sistem parental atau bilateral, yang menarik garis keturunan ayah dan ibu yang
terdapat pada masyarakat Jawa, Madura, Sumatra Timur, Aceh, Riau, Sumatra

Selatan, seluruh Kalimantan, Ternate, dan Lombok.2°

YEllyne Dwi Poespasari, Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia, (Cet. 1,
Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018), h. 15.

20Ellyne Dwi Poespasari, Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia, h. 1.
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Ketentuan warisan dengan sistem patrilineal sebagai berikut:

a. Dalam pembagian warisan, hak waris pihak laki-laki lebih didahulukan. Dalam
pembagian waris ini dapat dilakukan dengan cara penghibahan dan wasiat.

b. Anak perempuan tetap akan mendapatkan hak waris dari orang tuanya, meski
yang didapat tidak sebesar laki-laki. Harta warisan dari orang tua kepada anak
perempuan berupa, perhiasan, piring, gelang, peralatan dapur dan lainnya. Anak
perempuan dapat menerima warisan berupa tanah seperti pantai, laut, sungai
apabila dihibahkan oleh saudara laki-lakinya atau-oleh orang tuanya.

c. Jika terjadi sengketa dalam pembagian waris maka. pertama-tama dapat
diselesaikan secara kekeluargaan.?!

Ketentuan warisan dengan sistem matrilineal sebagai berikut:

a. Pewarisan diberikan berdasarkan garis keturunan perempuan.

b. Kedudukan anak perempuan lebih menonjol daripada kedudukan anak laki-laki.

c. Anak-anak perempuan hanya mendapatkan warisan dari ibu. Warisan yang
diperoleh adalah harta pusaka tinggi dan harta yang didapat turun-temurun dari
generasi-generasi sebelumnya.

d. Bila yang meninggal dunia merupakan laki-laki maka anak serta istrinya tidak
menjadi ahli waris untuk harta pusaka tinggi. Akan tetapi yang menjadi ahli
warisnya adalah seluruh keponakan pewaris.??

Ketentuan warisan dengan sistem parental atau bilateral sebagai
berikut:

a. Pembagian warisan berdasarkan pertalian keturunan melalui pihak ayah dan

ibu.

2'Hilarius Kunto Dewandaru, Paramita Prananingtyas, Mujiono Hafidh Prasetyo,
“Pelaksanaan Pembagian Waris dalam Sistem Kewarisan Patrilineal Menurut Masyarakat Timika,
Papua”, Notarius 13, no. 1 (2020): h. 501.

2Krisna Bhayangkara Yusuf dan Muhammad Daffa Alfie Yamarizky, “Pembagian
Warisan Hukum Adat Menurut Sistem Matrilineal (Adat Minangkabau)”, JHPIS: Jurnal Hukum,
Politik, dan Ilmu Sosial2, no. 1 (2023): h. 74.
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b. Anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan akan menjadi ahli waris.

c. Harta warisan tidak dibedakan antara ahli waris laki-laki dan ahli waris
perempuan.

d. Pembagian warisan diutamakan berdasarkan golongan. Golongan tersebut
sebagai berikut.
1) Golongan pertama yaitu keturunan dari pewaris,
2) Golongan kedua yaitu orang tua pewaris,
3) Golongan ketiga yaitu saudara-saudara pewaris,

4) Golongan keempat yaitu orang tua dari orang tua pewaris.>

4. Perbedaan Hukum Waris yang berlaku di Indonesia

Dari tiga‘hukum waris yang berlaku di Indonesia yaitu hukum waris
Islam, ‘hukum waris perdata dan hukum waris adat, ditemukan perbedaan
masing-masing. Perbedaan ketiga hukum waris. tersebut terdapat pada ahli
waris dan bagian masing-masing ahli warisnya.

Dalam hukum waris Islam, jika semua ahli warisnya ada maka ahli waris
yang diutamakan adalah anak-anak, ayah, ibu, dan istri/svami pewaris. Bagian
anak laki-laki dan anak perempuan juga dibedakan jika keduanya merupakan
ahli waris yang masih hidup setelah pewaris wafat. Bagian anak laki-laki
berbanding dua dengan satu bagian anak perempuan.

Adapun dalam hukum waris perdata, jika semua ahli warisnya ada maka
ahli waris yang diutamakan sesuai dengan golongan yang telah ditetapkan yaitu
golongan I antara lain; suami, istri dan anak keturunan pewaris. Bagian anak

laki-laki dan anak perempuan dibagi rata dan tidak dibedakan.

ZIndri Komalasari, “Pelaksanaan Pewarisan pada Masyarakat Adat Parental (Studi Kasus
Masyarakat Adat Jawa Kecamatan Bandar Sribhawono)”’, Skripsi (Bandar Lampung: Fakultas
Hukum Universitas Lampung, 2019), h. 25-26.
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Adapun dalam hukum waris adat, sistem kewarisan sesuai dengan adat
yang dianut masing-masing. Ada yang ahli warisnya hanya dari keturunan laki-
laki dan keturunan perempuan tidak mendapatkan bagian. Ada juga yang hanya
dari keturunan perempuan sedangkan keturunan laki-laki tidak mendapatkan
bagian. Ada pula yang dari keturunan laki-laki dan perempuan tanpa
membedakan bagian dari keduanya.

Secara sistematis perbedaan ketiga hukum tersebut dapat dilihat pada

tabel berikut ini.

Tabel 2.1 Perbedaan Tiga Hukum Waris

Perbedadn Hukum Waris Hukum Waris Hukum Waris
I[slam Perdata Adat
Dasar Kompilasi Hukum fitaytlang Berdasarkan Adat
Undang Hukum
Hukum Islam yang Berlaku
Perdata
: . Suami, Istri, Anak | Garis Keturunan
Suan.n, ISt.rl’ ffjak Laki-Laki, Anak Laki-Laki, Garis
Laki-Laki, Anak
Perempuan, Ayah Perempuan, Ayabh, Keturunan
Ahli Waris ’ ’ Ibu, Saudara, Perempuan, Garis
Ibu, Kakek, Nenek, . .
. Saudari, Kakek, Keturunan Laki-
Saudara, Saudari .
i Nenek, Keluarga Laki dan
Paman, Bibi.
Sedarah. Perempuan.
Garis Keturunan
Suami/Istri, Anak | . Laki-Laki/Garis
Ahli Waris | Laki-Laki, Anak Suan.n/Istl‘rl, ak Keturunan
Laki-Laki, Anak .
Utama Perempuan, Ayah, Perempuan/ Garis
Perempuan
Ibu. Keturunan
Keduanya.
Jika ahli waris
utama tidak ada . . .
| Pembagian warisan Semua garis
maka warisan . . .
Tata Cara | . diurutkan sesuai keturunan laki-
. berpindah ke ahli .
Pembagian i . golongan-golongan | laki/perempuan/
waris yang paling ahli waris keduanya
dekat ' Y
kekerabatannya.
. Sama rata sesuai
Perbandingan . . .
. . . Semua ahli waris garis keturunan
Bagian bagian Anak Laki- .
. . mendapatkan laki-
Warisan Laki dan Anak . .
i bagian yang sama laki/perempuan/
Perempuan 2:1
keduanya
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B. Hak Memilih Hukum Waris

1. Pengertian Hak Memilih

Dalam tata hukum di Indonesia, hak memilih berarti hak seorang warga
negara untuk menentukan (memilih) hukum apa yang hendak digunakan.?*
Adapun hak memilih dalam hukum waris adalah hak memilih hukum warisan
apa yang digunakan dalam menyelesaikan pembagian warisan.?
2. Hak Memilih Hukum Waris di Indonesia

Hak memilih hukum waris di Indonesia terdapat pada penjelasan atas

UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi,

“Para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih
hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan 2

Kalimat yang tercantum pada penjelasan UU No. 7 Tahun 1989 tersebut
mengindikasikan adanya pilihan hukum, yang dapat digunakan sebelum
mengajukan perkara pembagian warisan.

Hak memilih hukum waris pada UU No. 7 Tahun 1989 tersebut
kemudian dihapus dengan berlakunya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan
atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam paragraf kedua
penjelasan umum UU No. 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa klausul yang
berbunyi, “Para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk
memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian warisan”

dinyatakan dihapus.?’” Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pilihan hukum

248, Gautama, Hukum Antar Golongan Suatu Pengantar, (Jakarta: Ichtiar Baru Van
Houve, 1989), h. 102.

M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No. 7 th.
1989), (Cet. I; Jakarta: Pustaka Kartini, 1990), h. 160.

26Republik Indonesia, “Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama,” (Jakarta: Lembaran Negara R1, 1989), h. 26.

2Republik Indonesia, “Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,” (Jakarta: Lembaran Negara
RI, 2006), h. 19.
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bagi yang beragama Islam dalam pembagian waris sudah tidak ada dan hanya

menggunakan hukum waris Islam.

C. Kewenangan Pengadilan Agama
1. Kewenangan Pengadilan Agama Sebelum Adanya UU No. 3 Tahun 2006
Sebelum UU No. 3 Tahun 2006 muncul, kewenangan Pengadilan Agama
diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Adanya UU No.
7 Tahun 1989 tersebut secara yuridis formal memosisikan Pengadilan Agama
sejajar dengan badan peradilan lainnya, seperti Peradilan Umum, Peradilan Tata
Usaha Negara dan Peradilan Militer.?®
Kekuasaan Pengadilan Agama diatur dalam Bab [IT' UU No. 7 Tahun

1989 Pasal 49 yang berbunyi,

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,-memutus, dan
menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang
beragama I[slam di bidang:

a. Perkawinan;

b. Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;

c. Wakaf'dan shadagah.?’

Kemudian kewenangan selanjutnya disebutkan pada-Pasal 50 yang

berbunyi,

“Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam
perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus
mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh
Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.”3°

Khusus di bidang hukum kewarisan, upaya untuk mengembalikan

penyelesaian sengketanya kepada hukum Islam terbentur oleh ketentuan dalam

Z8Panut Firdaus, “Implikasi Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama
dalam Penyelesaian Perkara Waris bagi Orang Islam di Pengadilan Negeri Ponorogo”, Skripsi
(Ponorogo: Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam ST AIN Ponorogo, 2016), h. 48.

2Republik Indonesia, “Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama,” (Jakarta: Lembaran Negara RI, 1989), h. 13.

30Republik Indonesia, “Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama,” (Jakarta: Lembaran Negara R1, 1989), h. 13.
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Pasal 49 yang dalam Penjelasan Umum terhadap undang-undang tersebut
ditemukan adanya kalimat pilihan hukum bagi para pihak sebelum berperkara
dapat memilih hukum apa yang akan digunakan dalam perkara waris tersebut.3!
Berkaitan dengan kompetensi Peradilan Agama seperti masalah hak opsi dalam
menyelesaikan sengketa waris bagi orang Islam, akan menyebabkan lamanya
penyelesaian sengketa waris tersebut. hal itu dikarenakan antar ahli waris bisa
mengajukan gugatannya kepada Peradilan Agama atau kepada Peradilan Umum
sesuai pertimbangan keuntungan masing-masing,-yang akibatnya penyelesaian
perkara waris . tersebut menjadi lama. Keadaan demikian tentu akan
berseberangan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.3?
Kewenangan Pengadilan Agama dalam UU No. 7 Tahun 1989 ini masih
belum tegas. Dengan adanya pilihan hukum pada penyelesaian sengketa waris
membuat hukum waris yang berlaku bagi umat Islam menjadi tidak pasti. Jika
pihak-pihak yang bersengketa tidak sepakat memilih hukum waris Islam, maka
masing-masing pihak dapat memilih hukum-hukum yang berbeda sesuai
keinginan dan kebutuhan masing-masing. Pada Pasal 50 juga disebutkan bahwa
sengketa hak milik dalam perkara-perkara yang ditangani pada Pengadilan
Agama harus diputuskan dulu melalui badan Peradilan Umum. Hal ini
menunjukkan bahwa kewenangan Pengadilan Agama masih lebih lemah

dibandingkan Pengadilan Umum.

2. Latar Belakang Munculnya UU No. 3 Tahun 2006
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dinilai sudah tidak lagi sesuai

dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat

3Panut Firdaus, “Implikasi Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama
dalam Penyelesaian Perkara Waris bagi Orang Islam di Pengadilan Negeri Ponorogo”, Skripsi
(Ponorogo: Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam ST AIN Ponorogo, 2016), h. 43-44.

32Panut Firdaus, “Implikasi Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama
dalam Penyelesaian Perkara Waris bagi Orang Islam di Pengadilan Negeri Ponorogo”, h. 48.
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Islam. Hal tersebut tercantum dalam UU No. 3 Tahun 2006 ketika Presiden

Republik Indonesia menimbang pada poin (c) yang berbunyi,

“bahwa Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan
kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut UUD
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.°32

Disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal
24 ayat (2) yang berbunyi,
“bahwa Peradilan Agama merupakan salah 'satu lingkungan peradilan yang
berada di bawah AMahkamah Agung bersama-badan peradilan lainnya di

lingkungan Peradilan "Umum, Peradilan -Tata _Usaha Negara, dan Peradilan
Militer.”34

Pada tahun 2001 terjadi perubahan ketiga pada UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 ayat (2) yang menempatkan. Peradilan Agama
sebagai badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman yang setara dengan badan
peradilan lainnya di bawah Mahkamah Agung. Sebelum perubahan tersebut,
kewenangan Peradilan Agama masih terbatas sebagaimana yang diatur pada UU
No. 7. Tahun 1989. Perkara ekonomi syariah tidak termasuk dalam perkara yang
menjadi kewenangan Peradilan Agama namun berada di bawah kewenangan
Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).®

Dalam penjelasan umum UU No. 7 Tahun 1989 terdapat hak memilih
pada penyelesaian sengketa waris bagi orang-orang yang beragama Islam.
Dalam praktik 'di masyarakat, hak memilih hukum waris ini mengandung

beberapa kelemahan sebagai berikut.

33Republik Indonesia, “UU RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU RI Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,” (Jakarta: Lembaran Negara R1, 2006), h. 1.

34Republik Indonesia, “Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,” (Jakarta: MPR RI, 2001), h. 7.

3Tkhsan Al Hakim, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama”,
Pandecta9, no. 2 (2014): h. 271.
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a. Dapat menimbulkan sengketa kewenangan mengadili antar badan peradilan
yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Hal ini terjadi apabila sebagian
ahli waris mendaftarkan perkara kewarisannya di Pengadilan Negeri dan
sebagian yang lain memilih Pengadilan Agama. Apabila hal ini terjadi maka
berarti terdapat dua lingkungan peradilan menangani perkara kewarisan yang
sama.

b. Terciptanya suasana pertentangan antara hukum Islam dan hukum adat
terutama dalam bidang kewarisan seperti halnya pada masa penjajahan kolonial
Belanda sehingga masyarakat muslim Indonesia akan tetap jauh dari hukum
Islam.

c. Semakin sulitnya bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita membuat
hukum kewarisan nasional yang unifikasi*.

Selama 16 tahun berlakunya UU No. 7 Tahun 1989-telah banyak
perkembangan yang terjadi di masyarakat yang secara langsung maupun tidak
langsung mempengaruhi penerapan hukum Islam di Indonesia. Implikasi dari
tiga kelemahan adanya hak memilih hukum waris inilah yang menjadi salah satu
latar belakang perlu diadakan suatu perubahan atau penyempurnaan Undang-
Undang Peradilan Agama yang diwujudkan dengan lahirnya UU No. 3 Tahun
2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.?’

3. Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Adanya UU No. 3 Tahun 2006

Lahirnya UU No. 3 Tahun 2006 perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama telah meletakkan dasar kebijakan bahwa segala

urusan mengenai peradilan agama, baik menyangkut teknis yudisial maupun

36Unifikasi berarti penyatuan berbagai hukum menjadi satu kesatuan hukum secara
sistematis yang berlaku bagi seluruh warga Negara di suatu Negara.

3"Eka Susylawati, Kewenangan Pengadilan Agama dalam Mengadili Perkara Kewarisan
Islam Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama, (Surabaya: Duta Media Publishing, 2018),
h. 14-15.
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non yudisial yaitu urusan organisasi, administrasi, dan finansial berada di
bawah Mahkamah Agung, di samping itu aturan tersebut dimaksudkan untuk
memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yakni
agar prinsip kemandirian peradilan dan kebebasan hakim dapat berjalan paralel
dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim.3® Pasca amandemen UU No.
7 Tahun 1989 menjadi UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama pada
tahun 2006, kewenangan Peradilan Agama menjadi bertambah.?’

Salah satu poin penting adanya perubahan-dapat dilihat pada bunyi Pasal
49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang berbunyi sebagai

berikut:

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-otang yang beragama
Islam di bidang:

perkawinan,;

waris;

wasiat;

hibah;

wakaf

zakat;

infaq;

shadaqah; dan

ekonomi syari'ah.*’

FER e A0 o

Kewenangan Pengadilan Agama telah diperkuat dengan adanya UU No.

3 Tahun 2006 dapat juga dilihat pada Pasal 50 ayat (2) yang berbunyi:

“Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa

tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 49.”4!

3Mukti Arto, Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Historis,
Filosofis, Ideologis, Politis, Yuridis, Pragmatis, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012), h. 179.

3 Abdul Ghofur Anshori, Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006:
Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan, (Yogyakarta: UII Press, 2007), h. 5.

40Republik Indonesia, “Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,” (Jakarta: Lembaran Negara
RI, 2006), h. 15-16.

4IRepublik Indonesia, “Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,” h. 16.
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Setelah UU No. 3 Tahun 2006 berlaku, sengketa hak milik antara orang-
orang yang beragama Islam sebelumnya ditangani oleh Peradilan Umum,
sekarang menjadi wewenang Pengadilan Agama. Hal ini memperkuat
kewenangan Pengadilan Agama dalam posisinya sebagai badan peradilan yang
setara dengan badan peradilan lainnya.

Kewenangan Pengadilan Agama lebih lanjut disebutkan pada paragraf

kedua penjelasan umum UU No. 3 Tahun 2006 yang berbunyi,

“Para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih
hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian warisan” dinyatakan
dihapus.*?

Dengan demikian konsekuensi logis berlakunya UU No. 3 Tahun 2006
tersebut Pengadilan Agama mempunyai kewenangan absolut atas penyelesaian
sengketa waris yang subyek hukumnya adalah orang yang beragama Islam dan
semua materi hukum kewarisan akan tunduk pada materi hukum yang ada di

lingkungan Peradilan Agama.

“2Republik Indonesia, “Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,” h. 19.



BAB III
KONSEP SADD AL-ZART’AH

A. Pengertian Sadd al-Zari’ah

Sadd al-zari “ah (3 ;U\ i&) merupakan bentuk frasa yang terdiri dari dua
kata, yaitu sadd (i«’») dan al-zar’ah (i ;U‘). Secara etimologis, kata sadd
merupakan kata benda abstrak (masdar) dari sadda yasuddu saddan (\i«’» iiu :Lw)
Kata saddtersebut berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun
lubang.! Sedangkana/-Zari ah merupakan kata benda (isim) bentuk tunggal yang
berarti jalan, sarana (wasilah).? Al-Judayyi’ menuliskan dalam kitabnya bahwa a/-
Zari ah secara bahasa yaitu jalan atau sarana yang mengantarkan kepada sesuatu.3

Pada awalnya, kata a/~Zari’ah digunakan untuk unta orang Arab dalam
berburu.-Unta dilepaskan oleh sang pemburu, agar bisa mendekati binatang liar
yang sedang-diburu. Sang pemburu berlindung di samping unta agar tak terlihat
oleh binatang yang diburu. Ketika unta sudah dekat dengan binatang yang diburu,
sang pemburu pun melepaskan panahnya. Karena itulah, menurut-Ibnu al-A’rabi,
kata a/-Zari "ah kemudian digunakan sebagai metafora terhadap segala sesuatu yang
mendekatkan kepada sesuatu yang lain.*

Ibnu al-Qayyim juga menuliskan bahwa a/-Zari ah yaitu:

St d) Gybs s D57

Terjemahnya:
Apa saja yang menjadi sarana atau jalan kepada sesuatu.

'Tbn Manzur, Lisan al-‘Arab, Juz 3 (Cet. 11I; Beirut: Dar Shadir, 1300 H), h. 207.
’Ibn Manzur, Lisan al-‘Arab, Juz 8, h. 93.

3¢ Abdullah bin Yusuf bin ‘Isa bin Ya’qub al-Ya’qub al-Judayyi’, Taisir ‘llmi Usul al-Figh,
(Cet. I; Beirut: Al-Rayyan, 1418 H/1997 M), h. 203.

“Ibn Manzur, Lisan al-‘Arab, Juz 8, h. 93.

SAbu ‘Abdillah Muhammad bin Abi Bakr bin ‘Ayyub bin Qayyim al-Jauziyyah, /7amul
Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin, Juz 4 (Cet. II; Riyad: Dar ‘Ataat al-‘Ilm, 1440 H./2019 M.), h. 3-
4.
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Adapun secara istilah Zar7 ah berarti:
fisliar b fuiid)l g y32d) stadeds e Lakdd g aall se 2l ) Alsth A

Terjemahnya:

Jalan atau sarana yang mengarah kepada sesuatu yang terlarang yang
mengandung mafsadat atau sesuatu yang diperintahkan yang mengandung
maslahat.

Para ahli usul figh mengartikan al-zari’ah sebagai:
st 01 G [5osis i Gy Walb g Bl

Terjemahnya:

Sebuah masalah yang tampaknya mubah, tetapi ada (kemungkinan) bisa
menyampaikan kepada perkara yang terlatang (haram).

Beberapa.pendapat menyatakan bahwa Zari "ah adalah wasi/ah (jalan) yang
menyampaikan kepada tujuan baik yang halal ataupun yang haram. Maka jalan
atau cara yang menyampaikan kepada sesuatu yang haram, hukumnya haram pula.
Jalan atau cara yang menyampaikan kepada yang mubah, maka hukumnya juga
mubah. Sedangkan jalan atau cara yang menyampaikan kepada-sesuatu yang wajib
maka hukumnya wajib.®

Ibnu Taimiyyah memaknai zZari "ah sebagai perbuatan yang zahir-nya boleh
tetapi dapat menjadi perantara kepada perbuatan yang diharamkan. Dalam konteks
metodologi pemikiran hukum Islam, maka sadd al-Zan 'ah dapat diartikan sebagai
suatu usaha yang sungguh-sungguh dari seorang mujtahid untuk menetapkan
hukum dengan melihat akibat hukum yang ditimbulkan yaitu dengan menghambat

sesuatu yang menjadi perantara pada kerusakan.’

%¢ Abdullah bin Yusuf bin ‘Tsa bin Ya’qub al-Ya’qub al-Judayyi’, Taisir ‘llmi Usul al-Figh,
(Cet. I; Beirut: Al-Rayyan, 1418 H/1997 M),

7¢ Abdullah bin Yusuf bin ‘Tsa bin Ya’qub al-Ya’qub al-Judayyi’, Taisir ‘llmi Usul al-Figh,
h. 204.

$Muhammad Abu Zahrah, Usul al-Figh, (Saudi: Dar al-Fikr, 1377 H/1958 M), h. 288.

9¢Ibrahim bin Mahanna bin ‘Abdillah al-Mahanna, Sadd al-Zari’ah ‘inda Syaikh al-Islam
bin Taimiyyah, (Saudi: Dar al-Fadilah, 1424 H./2004 M.), h. 29.
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Dari beberapa pengertian yang telah disebutkan di atas, dapat dipahami
bahwa sadd al-Zari "ah merupakan suatu cara dalam upaya penggalian hukum Islam
guna untuk mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang
awalnya dibolehkan, dan dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan

terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang.

B. Dasar Hukum Sadd al-Zari’ah

Para ulama terdahulu yang mendalami permasalahan al-zari’ah telah
menyebutkan begitu banyak dalil disyariatkannya a/-zar7’ah. Melihat begitu
banyaknya dalil-dalil yang disebutkan oleh ulama, maka dapat dibagi menjadi tiga
garis besar yang terdiri dari Al-Qur’an, sunah dan juga kaidah fikih, di antaranya
yaitu:10

1. Al-Qur’an
a.-Surah Al-Baqgarah (2) ayat 104:
A e sy gy ol Wl et RN B34 50

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian mengatakan (kepada
Muhammad) “ra’ina.” Akan tetapi, katakanlah, ‘unzurna!! dan
dengarkanlah. Orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih.'?

b. Surah Al-An’am (6) ayat 108:
RN R O NV S R % bl epfies ) CPI A NI SR PO coid TN
5 Al E aales 4l ST B LIS e a5 A0 1525 1) 035 2e O350 2201 1525 Y
Ja /0: BJ\.{\:‘/ aﬁifj- o 848 ./‘;:;

10¢Tbrahim bin Mahanna bin ‘Abdillah al-Mahanna, Sadd al-Zar7 ah ‘inda Syaikh al-Islam
bin Taimiyyah, (Saudi: Dar al-Fadilah, 1424 H./2004 M.), h. 53.

"Ra‘inad berarti ‘perhatikanlah kami’. Akan tetapi, orang Yahudi memelesetkan
ucapannya sehingga menjadi ru‘tinah yang berarti ‘bodoh sekali’ sebagai ejekan kepada Rasulullah.
Oleh karena itu, Allah Swt. menyuruh para sahabat untuk memakai kata unzurna sebagai ganti kata
ra‘ina karena keduanya mempunyai makna yang sama.

12Kementerian Agama Rl, Terjemah Tafsir Per Kata, (Bandung: Sygma Creative Media
Corp, 2010), h. 16.
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Terjemahnya:

Janganlah kamu memaki (sesembahan) yang mereka sembah selain Allah
karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa
(dasar) pengetahuan.!3

c. Surah An-Nur (24) ayat 31:

ey Le—wf#by‘&éﬁ);}ﬁ? (s Haits bl b (raans ,,/rﬂdﬁ

ST 3 5l i i ST 8 Bl 31 e V) B4R S N et B e ik
5 G o uﬂ“ vﬁ‘ B3 Geld 3 5851 o8 q“r‘ Y B 5 Sk
Gl e s Vg ) oz B 1k U s LRI S Jissh G 15! L;)\

dn)/.,wda./éﬂ\é: 4:9./’ ;n\ L;\ ‘353 @ )LJJC;\JL;
Terjemahnya:

Katakanlah kepada para perempuan- yang beriman hendaklah mereka
menjaga / pandangannya, memelihara - kemaluannya, dan janganlah
menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya),  kecuali yang (biasa)
terlihat.” Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya.
Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya),
kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-
putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mercka,
putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan
mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya-yang mereka
miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan
(terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat
perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar
diketahui perhiasan yang mercka sembunyikan. Bertobatlah:kamu semua
kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.'4

Dalam penjelasan ayat Al-Qur’an di atas diterangkan bahwa sebenarnya
mengentakkan kaki bagi perempuan boleh saja, akan tetapi karena menyebabkan
perhiasannya yang tersembunyi di kaki mereka diketahui orang sehingga
menimbulkan rangsangan bagi yang mendengarnya, maka mengentakkan kaki bagi
perempuan itu menjadi terlarang. Dari dua contoh ayat di atas terlihat adanya
larangan bagi perbuatan yang dapat menyebabkan sesuatu yang terlarang,

meskipun pada dasarnya perbuatan itu boleh hukumnya.!

Kementerian Agama Rl, Terjemah Tafsir Per Kata, (Bandung: Sygma Creative Media
Corp, 2010), h. 141.

“Kementerian Agama Rl, Terjemah Tafsir Per Kata, (Bandung: Sygma Creative Media
Corp, 2010), h. 353.

SNasrun Haroen, Ushul Figh I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 164.
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2. Sunah
Dari Al-Migdad bin Al-Aswad bahwa dia memberi kabar kalau dia telah

Terjemahnya:

Wahai Rasulullah,:bagaimana menurutmu jika aku bertemu dengan
salah seorang-dari kaum kafir lantas dia memerangi aku. Lalu dia
memotong 'salah satu dari tanganku sehingga benar-benar berhasil
memenggalnya. Setelah itu dia berlindung ‘dariku di balik sebatang
pohon _sembari berkata, ‘Aku telah menyatakan keislaman kepada
Allah’. Apakah aku (masih boleh) membunuhnya wahai Rasulullah
setelah dia berkata seperti itu? "Rasulullah saw: bersabda, “Janganlah
kamu membunuhnya”. Al-Miqdad berkata, “Aku” berkata, ‘Wahai
Rasulullah, sesungguhnya dia telah memotong tanganku. Baru
kemudian dia mengatakan hal tersebut (menyatakan keislaman) setelah
berhasil ~memotongnya. ~Apakah aku (boleh) _membunuhnya?”
Rasulullah saw. bersabda, “Janganlah kamu membunuhnya. Jika kamu
tetap saja-membunuhnya, maka dia sama dengan statusmu sebelum
kamu membunuhnya sedangkan kamu sama dengan statusnya sebelum
diamengucapkan kalimat yang dilafazkan tersebut.

Hadis di atas menjelaskan bahwa larangan membunuh orang kafir
(munafik) setelah mengucapkan kalimat tauhid, meskipun ia hanya
berlandaskan karena takut dibunuh. Al-Qadi ‘Iyad menjelaskan bahwa makna
hadis ini adalah orang yang membunuh itu tidak ubahnya seperti orang kafir,
dalam hal menentang kebenaran dan mempraktikkan perbuatan dosa. Dengan
karena begitulah banyaknya jenis perbuatan dosa, maka dosa orang kafir
tersebut dinamakan kufur, sedangkan dosa orang yang membunuh itu disebut

maksiat dan kefasikan.!”

16y ahya bin Syaraf al-Nawawi Abu Zakariyya, Sahih Muslim bi Syarhi al-Nawawi, Juz 1
(Cet. 2; Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1414 H/1994 M), h. 129.

""Imam al-Nawawi, Sahih Muslim bi Syarhi al-Nawawr, (Jakarta: Kencana Media Group,
2002), h. 669.
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3. Kaidah Fikih

s
Terjemahnya:
Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram
hukumnya.
Dedladll s 3 Q3 i) 55
Terjemahnya:

Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.

Berdasarkan pada’ kaidah di atas, dapat diketahui bahwa segala
perbuatan dan perkataan yang dilakukan oleh mukal/afdan dilarang oleh syara’
terkadang menyampaikan dengan sendirinya kepada kerusakan tanpa adanya
perantara di. dalamnya, seperti zina, pencurian, dan pembunuhan. Terkadang itu
juga tidak menyampaikan dengan sendirinya, tetapi dia menjadi wasilah kepada
sesuatu yang lain yang dapat mengarah kepada kerusakan-tersebut. Seperti
khalwat yang tidak menjadi sebab terjadinya percampuran keturunan, tetapi dia
menjadi perantara Kepada zina yang menimbulkan kerusakan.??

4. Logika

Secara logika, ketika seseorang membolehkan suatu perbuatan, maka
mestinya ia juga membolehkan segala hal yang akan mengantarkan kepada hal
tersebut. Begitu pun sebaliknya, jika seseorang melarang suatu perbuatan, maka
mestinya ia pun melarang segala hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan

tersebut. Hal ini senada dengan ungkapan Ibnu Al-Qayyim,

187 akariyya bin Gulam Qadir al-Bakistaini, Min Usul al-Figh ‘Ala Minhaj Ahli al-Hadis,

(Cet. I; t.t.p.: Dar al-Kharaz, 1423 H./2002 M.), h. 162.

"Muhammad Sidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Gazi, A/-Wajiz i Idah Qawa’id al-Figh

al-Kulliyyah, (Cet. IV; Al-Risalah al-‘Alamiyyah: Beirut, 1416 H./1996 M.), h. 265.

20Khalil Al-Farahidi, Khair al-Din Hamsin, dan Aris Fauzan, "Tatbiq Qa’idah Sadd al-

Zari’ah fi al-*Alami al-Islami al-Mu’asir (Isytirat Izn al-Zawjah ‘inda al-Ta’addud fi Nizam al-
Jumhuriyyah al-Indunisiyyah Raqm 1 ‘Am 1974 bi Sya’ni al-Zawaj Anamuzaja, Dirasah Fighiyyah
Mugqaramah)”, Majallah al-‘Ulum al-Islamiyyah 5, no. 6 (2022): h. 77.
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“Ketika Allah melarang suatu hal, maka Allah pun akan melarang dan
mencegah segala jalan dan perantara yang bisa mengantarkan kepadanya. Hal
itu untuk menguatkan dan menegaskan pelarangan tersebut. Namun jika Allah
membolehkan segala jalan dan perantara tersebut, tentu hal ini bertolak
belakang dengan pelarangan yang telah ditetapkan.”!

C. Kedudukan Sadd al-Zari’ah

Sebagaimana halnya dengan giyas, dilihat dari aspek aplikasinya, sadd al-
zari’ah merupakan salah satu metode pengambilan keputusan hukum (istinbat al-
hukm) dalam Islam. Namun dilihat dari di sisi produk hukumnya, sadd al-Zari ’ah
adalah salah satu sumber hukum.?? Tidak semua ulama sepakat dengan sadd al-
zar 'ah sebagai metode dalam menetapkan hukum.”Secara umum berbagai
pandangan ulama tersebut bisa diklasifikasikan dalam tiga kelompok, yaitu yang
menerima: sepeénuhnya, yang tidak menerima sepenuhnya, dan yang menolak
sepenuhnya.

Kelompok pertama, yang menerima sepenuhnya sadd-al-Zar ah sebagai
metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Maliki dan mazhab Hanbali.
Para ulama di kalangan mazhab Maliki bahkan mengembangkan metode ini dalam
berbagai pembahasan figh dan usul figh mereka sehingga bisa diterapkan lebih
luas. Al-Syatibi menguraikan tentang metode ini dalam kitabnya al-Muwafaqat.?’

Kelompok kedua, yang tidak menerima sepenuhnya sebagai metode dalam
menetapkan hukum, adalah mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i Dengan kata lain,
kelompok ini menolak sadd al-Zari "ah sebagai metode istinbat pada kasus tertentu,
namun menggunakannya pada kasus-kasus yang lain. Contoh kasus Al-Syafi’i

menggunakan sadd al-Zari "ah, adalah ketika beliau melarang seseorang mencegah

2L Abu ‘Abdillah Muhammad bin Abi Bakr bin ‘Ayyub bin Qayyim al-Jauziyyah, /7amul
Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin, Juz 4 (Cet. II; Riyad: Dar ‘Ataat al-‘Ilm, 1440 H./2019 M.), h. 3-
4.

22GQaif al-Anwar, “Qa’idah Sadd gl—Zaré’i wa Tatbiqatuha Khilal Jaihah Kuruna: Ba’du
Qararat Hukumat Daul al-‘Alam Anamuzaja’, AQU Journal of Shari’a Sciences and Islamic
Studies 2, no. 2 (2022): h. 304.

Z‘Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Syatibi, a/-Muwafagat fi Usul al-
Abhkam, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 242.
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mengalirnya air ke perkebunan atau sawah. Hal ini menurut beliau akan menjadi
sarana (Zari "ah) kepada tindakan mencegah memperoleh sesuatu yang dihalalkan
oleh Allah dan juga Zar’ah kepada tindakan mengharamkan sesuatu yang
dihalalkan oleh Allah. Padahal air adalah rahmat dari Allah yang boleh diakses
oleh siapa pun.?*

Contoh kasus penggunaan sadd al-Zar ’ah oleh mazhab Hanafi adalah
tentang wanita yang masih dalam ‘ddah karena ditinggal mati suami. Si wanita
dilarang untuk berhias, menggunakan wewangian, celak mata, pacar, dan pakaian
yang mencolok. Dengan berhias, wanita itu akan.menarik lelaki. Padahal ia dalam
keadaan tidak boleh dinikahi. Karena itulah, pelarangan itu merupakan sadd al-
zari "ah agar tidak terjadi perbuatan yang diharamkan, yaitu pernikahan perempuan
dalam masa ‘“ddah.>

Kelompok ketiga, yang menolak sepenuhnya sebagai metode dalam
menetapkan hukum, adalah mazhab Zahiri. Hal ini sesuai dengan prinsip mereka
yang hanya ‘menetapkan hukum berdasarkan makna tekstual (zahir al-lafz).
Sementara sadd al-z ari "ah adalah hasil penalaran terhadap sesuatu perbuatan yang
masih dalam tingkatan dugaan, meskipun sudah sampai tingkatan dugaan yang
kuat. Dengan demikian, bagi mereka konsep sadd al-zari ‘ah adalah semata-mata

produk akal dan tidak berdasarkan pada nas secara langsung.

D. Pengelompokan Sadd al-Zari’ah
Para ulama usa/telah banyak menyebutkan pengelompokan a/l-zari ’ahyang

memiliki keterkaitan dengan hukum fikih. Al-Qarafi membagi jenis-jenis a/-

2*Muhammad bin Idris al-Syafi'i, A/-Umm, Juz 7 (Cet. I; Saudi: Dar al-Wafa, 1422/2001),
h. 249.

25¢ Abdulgani al-Ganimi ad-Dimasydqi al-Hanafi, a/-Lubab 17 Syarh al-Kitab, Juz 1 (Beirut:
Dar al-Ma'’rifah, 1997), h. 465.

26 ATi bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm al-Zahiri, a/l-Ahkam fi Usul al-Ihkam, Juz 6 (Beirut:
Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998), h. 179-189.
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zari’ah berdasarkan derajatnya menurut para ulama, al-Syatibi membagi jenis-
jenis al-zari’ah berdasarkan tingkatannya mengantarkan kepada perbuatan yang
diharamkan, dan Bin al-Qayyim membagi jenis-jenis a/-zar ‘ahberdasarkan hukum
asal serta akibat yang ditimbulkannya.?’

Al-Qarafi membagi jenis-jenis a/-zar7’ah berdasarkan derajatnya menurut
para ulama menjadi tiga jenis sebagai berikut:

|. Zari’ahyang para ulama bersepakat untuk mencegahnya. Misal, berkhalwat
dengan lawan jenis akan.mengantarkan pada perbuatan zina.

2. Zari’ah yang para ulama bersepakat untuk ‘membolehkannya. Misal,
menanam buah anggur yang beberapa orang menganggapnya sebagai sebab
untuk pembuatan khamar.

3. Zari’ah'yang para ulama berselisih antara mencegah atau membolehkannya.
Misal, persoalan bai’u al-ajal yang dapat mengantarkan pada perbuatan
riba.?8

Adapun al-Syatibi yang dikenal sebagai seorang alim di antara para ulama
Malikiyyah, —membagi jenis-jenis al-zari’ah berdasarkan — tingkatannya
mengantarkan kepada perbuatan yang diharamkan menjadi empat tingkatan
sebagai berikut:

1. Zari’ah yang jelas membawa kepada sesuatu yang haram. Misal, menggali
sumur dibalik pintu rumah yang dalam kegelapan dapat membuat orang lain

terjatuh ke dalamnya.

Y7Saif al-Anwar, “Qa’idah Sadd a}l—Zaré’i wa Tatbigatuha Khilal Jaihah Kuruna: Ba’du
Qararat Hukumat Daul al-‘Alam Anamuzaja’, AQU Journal of Shari’a Sciences and Islamic
Studies 2, no. 2 (2022): h. 303.

28Syihab al-Din Ahmad bin Idris bin ‘Abdirrahman al-Sanhaji al-Qarafi, a/-Furug, Jilid 2
(Beirut: Dar al-Ma’rifah, 2004), h. 32-33.



45

2. Zari’ahyang jarang membawa kepada sesuatu yang haram. Misal, menggali
sumur di tempat yang diyakini aman bagi orang lain untuk tidak terjatuh ke
dalamnya.

3. Zari’ah yang kadang-kadang membawa kepada sesuatu yang haram. Misal,
menjual senjata kepada orang kafir pada saat perang yang dapat digunakan
untuk melawan tentara muslimin.

4. Zari’ahyang sering membawa kepada sesuatu yang haram. Misal, persoalan
bai’u al-ajal yang dapat-mengantarkan pada perbuatan riba.>

Adapun Ibnu al-Qayyim yang bermazhab. /anbali membagi jenis-jenis a/-
zari ’ah berdasarkan hukum asal serta akibat yang ditimbulkannya menjadi empat
jenis sebagai berikut:

\. Zari’ah yang asalnya haram dan menimbulkan mafsadat: Misal, minum
minuman yang memabukkan yang asalnya haram -dan _akibat dari
meminumnya menimbulkan mafsadat

2. Zari’ahvyang asalnya mubah namun kadang dapat mengakibatkan mafsadat.
Misal, akad nikah yang asalnya dibolehkan namun kadang dapat
mengakibatkan mafsadat jika akadnya digunakan untuk zah/7l.

3. Zari’ah yang asalnya mubah namun mafsadatnya lebih besar daripada
maslahatnya. Misal, berhias bagi wanita yang ditinggal mati suaminya pada
masa ‘7ddah.

4. Zari’ah yang asalnya mubah namun maslahatnya lebih besar daripada

mafsadatnya. Misal, melihat wajah wanita yang dilamar.3°

2“Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Syatibi, al-Muwafagat i Usul al-
Ahkam, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 242.

30Abu ‘Abdillah Muhammad bin Abi Bakr bin ¢Ayyub bin Qayyim al-Jauziyyah, I7amul
Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin, Juz 4 (Cet. 1I; Riyad: Dar ‘Ataat al-‘Ilm, 1440 H./2019 M.), h.
119.
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E. Fath al-Zari’ah

Kebalikan dari sadd al-zari’ah adalah fath al-zari’ah. Hal ini karena titik
tolak yang digunakan adalah al-zar7’ah. Dalam mazhab Maliki dan Hanbali, al-
zari’ah memang ada yang dilarang dan ada yang dianjurkan. Hal ini diungkapkan
oleh al-Qarafi yang berasal dari mazhab Maliki dan Ibnu al-Qayyim yang berasal
dari mazhab Hanbali. Al-Zari’ah adakalanya dilarang sehingga pelarangan itu
disebut sadd al-zari ah, adakalanya dianjurkan atau diperintahkan sehingga
anjuran atau perintah itu'disebut fath al-zari ah.3!

Secara terminologi, bisa dipahami bahwa fath al-zari’ah adalah
menetapkan = hukum atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya
diperbolehkan, baik dalam bentuk membolehkan (7bahah), menganjurkan
(istishab), maupun mewajibkan (7jab) karena perbuatan tersebut bisa menjadi
sarana -tetjadinya perbuatan lain yang memang telah ~dianjurkan atau
diperintahkan. Contoh dari fath al-zari’ah adalah bahwa jika/mengerjakan salat
Jumat adalah wajib, maka wajib pula berusaha untuk sampai ke masjid dan
meninggalkan perbuatan lain. Contoh lain adalah jika menuntut ilmu adalah
sesuatu yang diwajibkan, maka wajib pula segala hal yang menjadi sarana untuk
tercapai usaha menuntut ilmu; seperti membangun sckolah dan menyusun
anggaran pendidikan yang memadai. Namun yang juga harus digarisbawahi adalah
bahwa bagaimana pun al-zari’ah (sarana) lebih rendah tingkatannya daripada
perbuatan yang menjadi tujuannya. Pelaksanaan atau pelarangan suatu sarana
tergantung pada tingkat keutamaan perbuatan yang menjadi tujuannya.*?

Pembahasan tentang fath al-zari’ah tidak mendapat porsi yang banyak di

kalangan ahli wusu/ figh. Hal itu karena fath al-zari’ah hanyalah hasil

31Syihab al-Din Ahmad bin Idris bin ‘Abdirrahman al-Sanhaji al-Qarafi, a/-Furug, Juz 3
(Beirut: Dar al-Ma’rifah, 2004), h. 46.

32GQyihab al-Din Ahmad bin Idris bin ‘Abdirrahman al-Sanhaji al-Qarafi, a/-Furug, Juz 3,
h. 46.
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pengembangan dari konsep sadd al-zari’ah. Sementara sadd al-zari ’ah sendiri tidak
disepakati oleh seluruh ulama sebagai metode 7stinbat hukum. Hal itu karena bagi
sebagian mereka, terutama di kalangan ulama Syafi iyyah, masalah sadd al-zari’ah

dan fath al-zari’ah masuk dalam bab penerapan kaidah:

°
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Terjemahnya:

Jika suatu kewajiban tidak sempurna dilaksanakan tanpa suatu hal tertentu,
maka hal tertentu itu pun wajib pula untuk dilaksanakan.

F. Penentuan Sadd al-Zari’ah

Untuk menentukan apakah suatu perbuatan dilarang atau tidak, karena ia
bisa menjadi sarana (zar7 ‘ah) terjadinya suatu perbuatan lain yang dilarang, maka
secara umum hal itu bisa dilihat dari dua hal sebagai berikut.

1. Motif ‘atau tujuan yang mendorong seseorang untuk melaksanakan suatu
perbuatan, apakah perbuatan itu akan berdampak kepada - sesuatu yang
dihalalkan atau diharamkan. Misalnya, jika terdapat indikasi yang kuat bahwa
seseorang yang hendak menikahi seorang janda perempuan talak tiga adalah
karena sekedar untuk menghalalkan si perempuan untuk dinikahi oleh mantan
suaminya terdahulu, maka pernikahan itu harus dicegah.

2. Akibat yang terjadi dari perbuatan, tanpa harus melihat kepada motif dan niat
si pelaku. Jika akibat atau dampak yang sering kali terjadi dari suatu perbuatan
adalah sesuatu yang dilarang atau mafsadah, maka perbuatan itu harus

dicegah.34

3*Muhammad bin Bahadur bin ‘Abdullah al-Zarkasyi, a/-Bahr al-Muhit, Juz 7 (Beirut: Dar
al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.), h. 358.

3*Wahbah ibn Mustafa al-Zuhaili, Usil al-Figh al-Islami, Juz 2 (Cet. I; Damsyik: Dar al-
Figr, 1406 H/1986 M), h. 879-880.



BAB IV
PENCABUTAN HAK MEMILIH PADA PENYELESAIAN KASUS WARIS
BAGI UMAT ISLAM DALAM UU NO. 3 TAHUN 2006 PERSPEKTIF SADD
AL-ZARI’AH

A. Penyelesaian Kasus Waris bagi Umat Islam Sebelum Adanya UU No. 3 Tahun
2006

Sebelum adanya UU No. 3 Tahun 2006 banyak kasus waris Islam yang
diterima, diadili dan diputuskan di Pengadilan Negeri. Beberapa kasus waris
tersebut sebagai berikut:

a. PutusanPengadilan Negeri Blitar Nomor 83/Pdt.G/1999/PN.BIt!

Pengadilan Negeri Blitar telah mengadili dan memutuskan kasus waris.
Dalam perkara tersebut Pihak Penggugat yaitu Nurul bin H. Savi’i; Rokim bin H.
Savi’i, Khurir Mala bin H. Savi’i, Abu Sairi bin H. Savi’i, Saifudin bin H. Savi’i,
dll. melawan Pihak Tergugat antara lain H. Mas’ud bin H. Moeh. Sirat, Hj.
Nursyamsiyah binti H. Moeh. Sirat, Siti Fatimah binti H. Moeh. Sirat, dll. Perkara
dilatar belakangi oleh Pihak Tergugat yang menguasai tanah hak milik ahli waris
orang tua Penggugat. Sehingga Penggugat meminta tanah tersebut dibagi kepada
ahli warisnya yang sah.

Pengadilan memutuskan bahwa ahli waris dari almarhum Moeh. Sirat
adalah Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat, kemudian menolak gugatan Pihak
Penggugat sebagian, kemudian membagi tanah warisan kepada Pihak Tergugat
dan Pihak Penggugat, kemudian menghukum Pihak Penggugat untuk membayar

biaya perkara karena kalah pada perkara tersebut.

"Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Direktori Putusan - Mahkamah Agung Republik
Indonesia”, Official Website Mahkamah Agung RI, https://putusan3.mahkamahagung.go.id (29
Juni 2023).
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b. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 229/Pdt/G/2001/PN.Bks?

Pengadilan Negeri Bekasi telah menerima kasus waris Islam antara Pihak
Penggugat H. Abdul Goni alias H. Goni bin Yahya melawan Pihak Tergugat Ny.
Saamah binti Sibih, Syarifudin bin Mardani, Hj. Arpah binti H. Sawal, dll. Perkara
dilatar belakangi karena harta warisan yang dikuasai oleh Pihak Tergugat. Pihak
Penggugat meminta pengadilan untuk membagi warisan tersebut kepada ahli
warisnya yaitu Pihak Penggugat.

Disebutkan dalam putusan tersebut bahwa-penggugat I, II, III, dan IV
adalah istri dan anak-anak (ahli waris) dari H. Mardani bin H. Sawal, dan
penggugat V, VI, VII, dan VIII adalah saudara-saudara kandung H. Mardani bin
H. Sawal yang bukan merupakan ahli waris.

Pengadilan memutuskan mengabulkan sebagian gugatan ‘dari Penggugat,
kemudian menetapkan ahli waris dan bagian ahli warisnya secara merata,
kemudian memerintahkan kepada Pihak Tergugat untuk mengembalikan harta
warisan kepada Pihak Penggugat, kemudian menghukum Pihak Tergugat untuk
membayar biaya perkara karena kalah pada perkara tersebut.

c. Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk No. 28/Pdt.G/2000/PN.Ngjk.?

Pengadilan Negeri Nganjuk menerima perkara antara Pihak Penggugat
yaitu Karminem, Samiran, Musinan, Tarmini, Nusidi, dan Rateni melawan Pihak
Tergugat yaitu Salimin dan Wahyudi. Perkara ini dilatar belakangi karena tanah
hak milik almarhum Tariyem dikuasai oleh Pihak Tergugat. Ahli waris dari

Tariyem adalah Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat akan tetapi tanah tersebut

2Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Direktori Putusan - Mahkamah Agung Republik
Indonesia”, Official Website Mahkamah Agung RI, https://putusan3.mahkamahagung.go.id (29
Juni 2023).

3Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Direktori Putusan - Mahkamah Agung Republik
Indonesia”, Official Website Mahkamah Agung RI, https://putusan3.mahkamahagung.go.id (29
Juni 2023).
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hanya dikuasai oleh Tergugat. Penggugat menginginkan agar hak atas tanah
tersebut dibagi secara adil kepada seluruh ahli waris.

Pengadilan telah memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat
sebagian, kemudian menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat-I merupakan ahli
waris pengganti dari Tariyem, menyatakan bahwa tanah tersebut belum dibagi
waris, menyatakan bahwa para Tergugat telah melanggar perbuatan hukum,
kemudian membagi tanah seluas 466 M? kepada Tergugat-I dan para Penggugat
berhak mendapatkan tanah seluas 932 M? atas warisan dari tanah peninggalan,
kemudian menghukum pihak Tergugat untuk membayar-biaya perkara karena
kalah pada perkara ini.

d. Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk No. 42/Pdt.G/1995/PN-Ngjk.*

Pengadilan Negeri Nganjuk menerima perkara antara Pihak Penggugat
yaitu Siti Fudelah, Safiah, dan Sulasiah melawan Pihak Tergugat yaitu Affandi
dan Suharto. Perkara ini dilatar belakangi karena tanah hak milik almarhum
Saropah dikuasai oleh Pihak Tergugat. Ahli waris dari Saropah yaitu Sulasiah
meminta kepada Tergugat untuk mengosongkan tanah tersebut.

Pengadilan telah memutuskan untuk menolak gugatan Penggugat untuk
seluruhnya, kemudian menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan hak milih sah
dari Tergugat, kemudian menghukum pihak Penggugat untuk membayar biaya
perkara karena kalah pada perkara ini.

e. Putusan Pengadilan Negeri Jepara No. 22/Pdt.G/1990/PN.Jpr.>
Pengadilan Negeri Jepara telah menerima perkara antara Pihak Penggugat

yaitu Parijah binti Banon, Eksanto binti Banon, Kusairi bin Banon, Saroji bin

“Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Direktori Putusan - Mahkamah Agung Republik
Indonesia”, Official Website Mahkamah Agung RI, https://putusan3.mahkamahagung.go.id (29
Juni 2023).

®Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Direktori Putusan - Mahkamah Agung Republik
Indonesia”, Official Website Mahkamah Agung RI, https://putusan3.mahkamahagung.go.id (29
Juni 2023).
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Banon, Morsaromah bin Banon, Lismiyati binti Banon, Sarido bin Banon, Umar
bin Banon, dan Sapuan bin Banon. Semuanya adalah anak kandung dari Banon dan
memberikan kuasanya kepada Mariyono bin Banon. Pihak Penggugat melawan
Pihak Tergugat yaitu Mbok Sarmi, Suyuti, Karbani, Dakan, Kasturi, Sapuan,
Romelah, Moedah, dan Ny. Karsinah, Ny. Satirah, Ny. Ngatirah, Karmuin, Ny.
Sulasih, Ny. Karsini, Ngali, Ny. Marsinah, Ny Sutinah, Sungkono, Sulasmo, dan
Suyatmo.

Perkara ini dilatar belakangi karena tanah-sengketa dikuasai oleh Pihak
Tergugat yang sama sckalitidak mempunyai hak untuk menguasai tanah sengketa
tersebut. Penggugat yang merupakan ahli waris merasa keberatan karena Tergugat
I menghibahkan tanah tersebut kepada Tergugat Il yang mana tanah tersebut
bukan milik sah dari Tergugat I. Tergugat I juga pernah menjual tanah sengketa
tersebut-kepada para Tergugat lainnya. Tanah sengketa yang belum dibagi waris
kepada ahli warisnya yaitu Pihak Penggugat sebagai turut mewarisi meminta agar
tanah sengketa tersebut dibagi waris di antara ahli waris yang berhak.

Pengadilan telah memutuskan bahwa untuk menolak gugatan Penggugat,
kemudian menetapkan bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari Banon,
Pengadilan menyatakan bahwa bukti-bukti dari Penggugat tidak dapat diterima,
sehingga Pihak Penggugat kalah dan harus membayar biaya perkara.

Yang dimaksud dengan kekuasaan dan wewenang adalah kekuasaan dan
wewenang yang diberikan antar pengadilan dalam lingkungan badan peradilan yang
sama. Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan
satu tingkatan, misalnya antara Pengadilan Negeri Makassar dengan Pengadilan
Negeri Manado, antara Pengadilan Agama Makassar dengan Pengadilan Agama

Gorontalo, dan bukan antar Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri.
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Dengan kata lain, yang dimaksudkan dengan kekuasaan dan wewenang
macam ini, adalah pemberian kekuasaan dan wewenang yang berhubungan dengan
wilayah hukum kerja antar pengadilan dalam lingkungan badan peradilan yang
sama, antar Pengadilan Agama dengan Pengadilan Agama, antar Pengadilan Negeri
dengan Pengadilan Negeri, antar Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Pengadilan
Tata Usaha Negara.

Kompetensi relatif setiap Pengadilan Agama dasar hukumnya berpedoman
pada ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Dalam Pasal 54 UU Nomor
7 Tahun 1989 menjelaskan bahwa hukum acara yang berlaku pada lingkungan
Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada lingkungan
Peradilan. Umum. Oleh karena itu, landasan untuk menentukan kewenangan relatif
Pengadilan Agama merujuk kepada ketentuan Pasal 118 HIR, atau Pasal 142 RB.g
jo Pasal-73:UU Nomor 7 Tahun 1989.5

Penentuan kompetensi relatif-ini bertitik tolak dari aturan yang menetapkan
ke Pengadilan Agama mana gugatan diajukan agar gugatan memenuhi syarat
formal. Pasal 118 Ayat (1) menganut asas bahwa yang berwenang adalah
pengadilan tempat kediaman tergugat. Asas ini dalam bahasa latin disebut “actor
sequitur forum rei”. Namun ada beberapa pengecualian yaitu yang tercantum dalam
Pasal 118 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4), yaitu: Apabila tergugat lebih dari satu,
maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat
kediaman salah seorang dari tergugat; Apabila tempat tinggal tergugat tidak
diketahui, maka gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat tinggal penggugat;
Apabila gugatan mengenai benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan kepada
peradilan di wilayah hukum di mana barang tersebut terletak; dan Apabila ada

tempat tinggal yang dipilih dengan suatu akad, maka gugatan dapat diajukan kepada

®Ilham Thohari, “Konflik Kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama
dalam Menangani Perkara Sengketa Waris Orang Islam”, Universum 9, no. 2 (2015): h. 179.
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pengadilan tempat tinggal yang dipilih dalam akta tersebut. Tiap-tiap Pengadilan
Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau mempunyai “yurisdiksi relative”
tertentu, dalam hal ini meliputi satu kota madya atau satu kabupaten. Yurisdiksi
relatif ini mempunyai arti penting sehubungan dengan ke Pengadilan Agama mana
orang akan mengajukan perkaranya dan sehubungan dengan hak eksepsi tergugat.

Dasar hukum untuk menentukan patokan relatif setiap Pengadilan Agama
berpedoman kepada ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Oleh karena
Pasal 54 UU Nomor 7 Tahun.1989 telah menyatakan hukum acara yang berlaku
pada lingkungan Peradilan‘/Agama adalah hukum. acara perdata yang berlaku pada
Peradilan Umum, landasan untuk menentukan patokan kewenangan relatif
Pengadilan Agama. merujuk kepada ketentuan HIR dan RB.g jo Pasal 66 dan Pasal
73 UU Nomaor 7 Tahun 1989. Penentuan kompetensi relatif bertitik tolak dari aturan
yang menetapkan ke Pengadilan Agama mana gugatan diajukan, agar gugatan
memenuhi syarat formal.’

Sebelum berlakunya UU No. 3 Tahun 2006, undang-undang yang berlaku
adalah UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur tentang
penyelesaian perkara waris bagi umat Islam. Dalam UU No. 7 Tahun 1989
dijelaskan bahwa sebelum menyelesaikan perkara waris, pihak yang berperkara
dapat memilih hukum waris yang ingin digunakan. Penjelasan tersebut dipahami
bahwa umat Islam memiliki hak memilih hukum waris yang akan digunakan dalam
menyelesaikan perkaranya. Dengan adanya undang-undang tersebut umat Islam
dapat memilih hukum waris Islam, hukum waris perdata atau hukum waris adat.

Keberadaan hak memilih hukum waris pada UU No. 7 Tahun 1989
menunjukkan masih lemahnya kewenangan Pengadilan Agama dalam

menyelesaikan perkara waris bagi umat Islam. Padahal pada UUD Negara Republik

"Tlham Thohari, “Konflik Kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama
dalam Menangani Perkara Sengketa Waris Orang Islam”, Universum 9, no. 2 (2015): h. 179-180.
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Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 ayat (2) telah menempatkan Peradilan Agama
sebagai badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman yang setara dengan badan
peradilan lainnya di bawah Mahkamah Agung.® Namun hal tersebut belum bisa
direalisasikan pada Pengadilan Agama karena dasar hukum yang mengatur
mengenai kewarisan Islam masih mengikuti UU No. 7 Tahun 1989 yang di
dalamnya terdapat hak memilih hukum waris bagi umat Islam.

Hak memilih. hukum ini menyebabkan keragaman hukum waris yang
berlaku di Indonesia. Keragaman tersebut menyebabkan konflik kewenangan antara
badan peradilan yang menangani perkara waris. Misalnya, satu pihak yang memilih
menggunakan hukum waris perdata dan mengajukan perkaranya kepada Pengadilan
Negeri, kemudian pihak lainnya memilih hukum waris Islam yang diajukan kepada
Pengadilan Agama. Satu perkara waris akan ditangani oleh_dua peradilan yang
sumber-hukumnya berbeda, tentu penyelesaian perkara tersebut akan berbeda pula.
Hal ini'menunjukkan ketidakpastian-hukum waris yang berlaku bagi umat Islam.

Pada Pasal 50 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan
mengenai sengketa hak milik, objek dari sengketa tersebut harus diputuskan
terlebih dahulu oleh Peradilan Umum.® Misalnya, perkara waris antara umat Islam
diajukan kepada Pengadilan Agama, namun dalam perkara waris tersebut, objek
yang menjadi warisan status kepemilikannya belum jelas. Berdasarkan UU No. 7
Tahun 1989, sebelum menyelesaikan perkara waris pada Pengadilan Agama,
perkara mengenai sengketa hak milik antara pihak-pihak yang bersengketa harus
diserahkan terlebih dahulu kepada Pengadilan Negeri. Hal ini menyebabkan waktu

penyelesaian perkara menjadi lebih lama dan tidak efisien.

8Republik Indonesia, “Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,” (Jakarta: MPR RI, 2001), h. 7.

‘Republik Indonesia, “Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama,” (Jakarta: Lembaran Negara R1, 1989), h. 13.
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Yang menjadi fokus utama sebelum berlakunya UU No. 7 Tahun 1989 yaitu
begitu banyaknya perkara waris Islam yang diterima dan diputuskan di Pengadilan
Negeri. Dampak utamanya adalah hak memilih yang terdapat dalam undang-
undang ini membuat pengajuan perkara waris Islam tidak hanya di Pengadilan
Agama secara mutlak, namun dapat diselesaikan di Pengadilan Negeri. Padahal
dalam Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 telah ditetapkan bahwa Pengadilan Agama
bertugas dan berwenang memutuskan perkara antara orang yang beragama Islam di
bidang kewarisan.® Pasal ini-menjadi rancu dengan keberadaan hak memilih yang
tercantum pada penjelasan-umum undang-undang. Artinya kewenangan Pengadilan
Agama sebelum UU No. 3 Tahun 2006 berlaku, masih sangat lemah dan tidak
sesuai dengan -perkembangan kebutuhan hukum masyarakat sebagaimana

dijelaskan pada Pasal 24 ayat (2) UUD RI 1945.

B. Penyelesaian Kasus Waris bagi Umat Islam Setelah Adanya UU No. 3
Tahun 2006
Setelah. adanya UU No. 3 Tahun 2006 kasus waris Islam yang diterima,
diadili dan diputuskan di Pengadilan Negeri sudah berkurang namun masih
ditemukan beberapa kasus waris Islam di Pengadilan Negeri. Kasus-kasus waris
Islam tersebut sebagai berikut:
a. Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan No. 32/Pdt.G/2013/PN.PSP!
Pengadilan Negeri Padang Sidempuan memeriksa dan mengadili perkara
perdata antara Pihak Penggugat yaitu Sariana Nasution, Maimunah Nasution,
Safridawati Nasution, dan Syamsuk Bahri Nasution melawan Pihak Tergugat yaitu

Abdul Munir Nasution. Perkara ini dilatar belakangi oleh tindakan Pihak Tergugat

0Republik Indonesia, “Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama,” (Jakarta: Lembaran Negara RI, 1989), h. 13.

""Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Direktori Putusan - Mahkamah Agung Republik
Indonesia”, Official Website Mahkamah Agung RI, https://putusan3.mahkamahagung.go.id (29
Juni 2023).
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yang melawan hukum dengan menguasai Sertifikat Hak Milik Tanah yang
seharusnya menjadi hak Pihak Penggugat. Para Pihak Penggugat menuntut Pihak
Tergugat untuk mengembalikan hak milik tanah dan nilai usaha dari
penyalahgunaan tanah tersebut. Pihak Tergugat juga telah menjual rumah orang tua
dari Pihak Penggugat tanpa seizin mereka.

Pihak Pengadilan 'menimbang bahwasanya para Pihak Penggugat
merupakan ahli waris dari Abdul Manap Nasution, namun ahli waris yang
disebutkan Pihak Penggugat-masih kurang. Pengadilan menemukan bahwa ahli
warisnya terdapat 7 orang termasuk 4 orang dari-Pihak Penggugat. Karena hal itu
gugatan para Penggugat tidak dapat diterima. Setelah diperiksa gugatan Pihak
Penggugat terhadap Tergugat juga tidak jelas atau samar-samar.

Pihak Pengadilan akhirnya memutuskan bahwa gugatan Penggugat tidak
dapat diterima, kemudian menyatakan bahwa Pengadilan Negeri-tidak berwenang
memeriksa dan mengadili perkara tersebut melainkan Pengadilan Agama, serta
menghukum Pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara.

b. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 152/Pdt.G/2014/PN.Mdn*?

Pengadilan Negeri Medan telah menerima perkara waris Islam antara Pihak
Penggugat yaitu Lisa Dumayanti Siregar melawan Pihak Tergugat Mara Hakim
Siregar, Erna Anita Amir Hamzah Siregar alias Hj. Erna Anita, dll. Perkara antara
Penggugat dan Tergugat dilatar belakangi oleh gugatan Penggugat yang menuntut
hak milik atas tanah peninggalan mendiang ayahnya yaitu H. Ami Hamzah Siregar.
Penggugat adalah anak tunggal dari ayahnya. Sertifikat tanah atas nama H. Ami
Hamzah dititipkan kepada adiknya yaitu Mara Hakim Siregar untuk dipakai dan

ditempati. Penggugat menuntut haknya atas warisan dari almarhum ayahnya

2Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Direktori Putusan - Mahkamah Agung Republik
Indonesia”, Official Website Mahkamah Agung RI, https://putusan3.mahkamahagung.go.id (29
Juni 2023).
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terhadap Tergugat. Penggugat telah meminta kepada Tergugat untuk
mengembalikan sertifikat tanah tersebut namun tidak kunjung dikembalikan,
sehingga perkara ini dibawa ke Pengadilan.

Pengadilan mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya,
kemudian menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat-1 sebagai pemilik sah atas
tanah yang dipersengketakan, serta memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan
sertifikat hak milik kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa syarat apa pun,
kemudian menghukum pihak-tergugat-1 untuk'membayar denda dan biaya perkara
karena kalah pada perkara-ini.

Kewenangan absolut adalah kewenangan mengadili .yang menyangkut
pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan, atau kewenangan mengadili
yang diberikan kepada masing-masing pengadilan di lingkungan badan peradilan
yang berbeda.l® Kewenangan seperti' ini berhubungan dengan bidang-bidang
perkara yang diberikan. Kewenangan mengadili bidang perkaraapa yang diberikan
kepada pengadilan di lingkungan Badan Peradilan Umum, Badan Peradilan Tata
Usaha Negara, maupun Badan Peradilan Militer.

Kekuasaan absolut artinya kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan
jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan, dalam perbedaannya
dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan lainnya,
misalnya Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang
beragama Islam sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan
Umum. Pengadilan Agama yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara
tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara di Pengadilan Tinggi Agama atau
di Mahkamah Agung.

13Taufig Hamami, Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama Dalam Sistem Tata Hukum
Di Indonesia, (Bandung: Alumni, 2003), h. 106.
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Berdasarkan uraian di atas dapat disebutkan bahwa kewenangan mutlak
(kompetensi absolut) Peradilan Agama meliputi bidang-bidang perdata tertentu
seperti tercantum dalam Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 dan berdasarkan atas
asas personalitas keislaman. Dengan perkataan lain, bidang-bidang tertentu dari
hukum perdata yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama adalah bidang
Hukum Keluarga dari orang-orang yang beragama Islam.

Menurut Bustanul Arifin, Peradilan Agama dapat dikatakan sebagai
peradilan keluarga bagi orang-orang yang beragama-lslam, seperti yang terdapat di
beberapa negara lain. Sebagai suatu peradilan-Kkeluarga, -yaitu peradilan yang
menangani perkara-perkara di bidang hukum keluarga, tentulah jangkauan tugasnya
berbeda dengan Peradilan Umum. Oleh karena itu, segala syarat berbeda dengan
Peradilan Umum. Segala syarat yang harus dipenuhi oleh para hakim, panitera, dan
sekretaris harus disesuaikan dengan tugas-tugas yang diemban Peradilan Agama.

Setelah UU No. 3 Tahun 2006 berlaku, hak memilih hukum waris pada
penyelesaian kasus waris umat Islam seharusnya telah ditiadakan. Namun dalam
implementasinya masih ditemukan berbagai kasus waris umat Islam yang diterima,
diadili dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri. Penghapusan hak memilih tersebut
belum tegas karena tidak ditulis secara eksplisit, sehingga secara implisit masih
dipahami - bahwa peluang hak ~memilih dalam sengketa waris masih
diperbolehkan.'®> Penghapusan hak memilih ini tidak disebutkan secara tegas dalam
pasal-pasal terkait hukum waris. Penghapusan tersebut hanya tercantum dalam
penjelasan umum undang-undang. Dalam penjelasan UU No. 3 Tahun 2006 yang

berbunyi,

14Bustanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, akar sejarah, Hambatan dan
Prospeknya, (Jakarta: Gema Insani, 1996), h. 94.

5Lina Kushidayati, "Hak Opsi dan Hukum Waris Islam di Indonesia", al-manahij: Jurnal
Kajian Hukum Islam 7, no. 1 (2013): h. 62.
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“Para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum
apa yang akan dipergunakan dalam pembagian warisan” dinyatakan dihapus.'®

Satu kalimat tersebut belum cukup tegas untuk menghilangkan pemahaman
pada masyarakat bahwasanya hak memilih hukum waris bagi umat Islam sudah
tidak ada. Pada Pasal 49 juga hanya menyebutkan bahwa Pengadilan Agama
bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dalam

bidang waris. Sebagaimana bunyi pasal tersebut,

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan

menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam

di bidang:
a. perkawinan;

waris;

wasiat;

hibah;

wakat;

zakat,

infaq;

shadaqah; dan

ekonomi syari‘ah.’

—SQ@ oo aoT

Dalam pasal tersebut hanya disebutkan tugas dan wewenang {Pengadilan
Agama yaitu untuk memutuskan perkara pada bidang waris dan bidang-bidang
lainnya antara orang-orang yang beragama Islam. Pasal tersebut tidak menyebutkan
apa pun yang terkait hak memilih hukum waris, baik itu penghapusannya ataupun
kebolehannya. Tidak adanya satu ayat ataupun satu pasal dalam UU No. 3 Tahun
2006 yang memperjelas dan menegaskan bahwa hak memilih hukum waris bagi
umat Islam itu tidak diperbolehkan. Bahkan dalam keseluruhan pasal dalam
undang-undang tersebut tidak menyebutkan mengenai pelarangan hak memilih ini.

Tidak adanya pasal yang menuliskan secara jelas tentang dilarangnya

memilih hukum waris bagi umat Islam dalam UU No. 3 Tahun 2006 membuat

!’Republik Indonesia, “Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,” (Jakarta: Lembaran Negara
RI, 2006), h. 19.

17Republik Indonesia, “Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,” h. 15-16.



60

masyarakat memahami bahwa secara implisit masih ada hak memilih.'® Oleh
karena itu, ini menjadi salah satu kelemahan dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang
Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Secara historis, persoalan -mengenai pilihan hukum muncul sejak
berlakunya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pada Pasal 49 ayat 1
huruf b, Pengadilan Agama diberikan wewenang untuk menangani perkara waris
bagi orang-orang yang beragama ‘Islam, namun dalam penjelasan UU tersebut
kewenangan tersebut menjadi-ambigu sebagaimana.tersebut dalam butir 2 alinea 6
bahwa para pihak “yang beragama Islam__sebelum berperkara dapat
mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang -akan dipergunakan dalam
pembagian warisan.

Pilihan hukum tersebut mengarah pada dualisme karena pihak yang
berperkara_boleh memilih hukum adat atau hukum perdata barat (BW) yang
otomatis menjadi wewenang Pengadilan-Negari atau memilih hukum Islam yang
menjadi-wewenang Pengadilan Agama. Sebagaimana ditegaskan, pilihan hukum
ini merupakan masalah yang terletak di luar badan peradilan dengan pengertian
ketika pihak telah memasukkan perkara pada sebuah peradilan maka otomatis
dinyatakan telah tunduk atau memilih hukum yang dipilihnya.

Semenjak tanggal 30 Maret 2006 UU No. 7 Tahun 1989 diubah dengan UU
No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dengan mencakup 42 perubahan. Dalam
pasal 49, kewenangan Pengadilan Agama ditambah dengan perkara zakat, infak,
dan ekonomi syariah. Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 49 UU No. 3 tahun 2006
huruf (a) telah merinci perkara apa saja yang dimaksud dengan “perkawinan” dan
pada angka (20) terdapat penambahan perkara pengangkatan anak berdasarkan

hukum Islam. Dalam pasal yang sama disebutkan 11 kegiatan usaha yang termasuk

8Lina Kushidayati, "Hak Opsi dan Hukum Waris Islam di Indonesia", a/-manahij: Jurnal
Kajian Hukum Islam 7, no. 1 (2013): h. 62.
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dalam perkara ekonomi syariah. Tidak juga ketinggalan tentang penyelesaian
sengketa hak milik antara sesama orang Islam, istinbat kesaksian rukyat hilal, dalam
penentuan awal bulan tahun hijriah serta pemberian keterangan atau nasehat
mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu salat.

Selain perluasan kewenangan perkara, per ubahan yang cukup signifikan
adalah dihapusnya pilihan hukum untuk perkara waris bagi yang beragama Islam
sebagaimana dalam penjelasan UU No.3 Tahun 2006 bahwa pilihan bagi para pihak
perkara waris yang beragama Islam telah ‘dihapus._dan kini mutlak menjadi
kewenangan Pengadilan Agama.®

Dengan melihat batang tubuh dan penjelasan UU No.3 Tahun 2006 maka
sepintas tidak ditemukan lagi adanya pilihan hukum untuk perkara-perkara waris
masyarakat_yang beragama Islam. Namun persoalan akan muncul bila melihat
peraturan yang terkait dengan pengadilan lain seperti Pengadilan Negeri di mana
perkara sengketa waris bagi pemohon yang beragama Islam masih tetap diterima
oleh Pengadilan Negeri. Perbedaan pendapat tentang boleh tidaknya dilakukan
pilihan hukum dalam perkara waris orang Islam antara lain dapat ditinjau dari
pendekatan asas hukum.?°

Pengadilan Agama memiliki-kewenangan mengadili perkara yang telah
dibingkai oleh UU No.7 Tahun 1989 sebagaimana tercantum dalam Pasal 2,
penjelasan umum angka 2 alinea ketiga dan pasal 49 ayat (1). Pasal tersebut
mengisyaratkan asas personalitas keislaman pada setiap perkara yang ditangani
Pengadilan Agama. Asas ini yang menjadi trademark bagi Pengadilan Agama
sebagai pengadilan dengan label Islam. Pengertian personalitas keislaman juga

mengalami perkembangan setelah berlakunya UU No.3 Tahun 2006. Personalitas

PRepublik Indonesia, “Undang-undang Rl Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,” (Jakarta: Lembaran Negara
RI, 2006), h. 19.

20Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 1996), h. 112,
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keislaman bukan hanya pihak yang beragama Islam dan perkara yang berdasarkan
hubungan perdata keislaman, namun juga untuk orang atau badan yang tunduk
dengan hukum Islam sebagaimana diisyaratkan Pasal 50 Ayat (2) UU No. 3 Tahun
2006 tentang Peradilan Agama.?!

Asas personalitas keislaman menjadikan Pengadilan Agama menjadi
pengadilan khusus, sehingga bila ada perkara yang terkait dengan asas personalitas
keislaman tidak lagi menjadi wewenang Pengadilan Negeri. Sebagaimana kaidah
hukum lex spesialis derogat lex generalis atau ketentuan khusus harus didahulukan
dari ketentuan yang bersifat umum. UU No. 7 tahun 1989 menjadi pembatas bagi
beberapa kewenangan Pengadilan Umum. Begitu juga setelah berlakunya UU No.
3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama dengan masuknya perkara sengketa waris
bagi orang-orang yang beragama Islam berdasarkan asas lex spesialis derogat lex
generalis, _maka Pengadilan Negeri tidak lagi memiliki kewenangan untuk
memeriksa perkara tersebut.

UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama secara otomatis mencabut
atau lebih kurang membatasi kewenangan Pengadilan Negeri pada perkara sengketa
waris orang-orang Islam tanpa harus diikuti lagi peraturan lain tentang kewenangan
tersebut. Penyelesaian konflik kewenangan mengadili perkara waris orang Islam,
antara Pengadilan Agama yang berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989 dengan
Pengadilan Negeriyang berdasarkan UU No. 2 Tahun 1986 jo. Stbl. 1937 No. 116,
dapat dikembalikan pada pedoman yang dirumuskan dalam asas lex posteriori
derogat lex priori. Asas ini menyatakan bahwa undang-undang yang baru
mengalahkan undang-undang yang lama. Dengan demikian jelaslah bahwa undang-

undang Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006) dapat

ZRepublik Indonesia, “Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,” (Jakarta: Lembaran Negara
RI, 2006), h. 2.
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menyisihkan undang-undang Peradilan Umum (UU No. 2 Tahun 1986) dalam hal
kewenangannya mengadili perkara warisan orang Islam.

Dalam hal ini Sudikno berpendapat bahwa asas ini yang merupakan
hukumnya antara orang-orang yang beragama lIslam, objek sengketa tersebut
diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 49. salah satu unsur penyebab masa berlakunya suatu undang-undang
berakhir.??

Dari sini dapat disimpulkan bahwa pilihan-hukum merupakan persoalan
laten dalam hukum Indonesia khususnya wilayah  perdata, dan terlebih antara
Pengadilan Agama dan Pengadilan Umum. Berdasarkan paparan di atas, tidak ada
alasan lagi bagi Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara sengketa waris orang-
orang yang_beragama Islam baik secara materiil maupun formil;"dan kiranya ke
depan tidak ada lagi peraturan-peraturan yang mencatumkan persoalan pilihan
hukum'bagi sebuah perkara.

Setelah Indonesia merdeka, telah diupayakan penyelesaian konflik tersebut
agar selesai namun sampai saat ini tak kunjung usai. Pemerintah selalu
menggariskan perlunya pembinaan dan pengembangan hukum nasional. Namun
sampai saat ini-di Indonesia tetap berlaku tiga sistem hukum, hukum adat, hukum
perdata Indonesia (BW) dan hukum Islam.

Meskipun lahirnya UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama telah
memberi batas yang jelas bahwa Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan
untuk mengadili perkara sengketa waris orang-orang yang beragama Islam, dan
undang-undang tersebut tidak memberi pilihan kepada orang Islam untuk memilih
hukum apa yang akan dipakai untuk menyelesaikan perkara waris mereka. Namun

demikian, tidak berarti orang-orang Islam tidak lagi memiliki hak untuk memilih

225udikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 1996), h. 42.
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hukum waris dan tidak berarti pula Pengadilan Negeri tidak berwenang menerima
dan mengadili perkara sengketa waris mereka.

Ada beberapa argumen yang dapat dijadikan alasan untuk membantah
kewenangan absolut Peradilan Agama antara lain: pertama, bahwa Pengadilan
Negeri menerima, memeriksa, dan memutus perkara sengketa waris orang-orang
Islam adalah karena hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya
dengan alasan apa pun.

Dalam Kitab Hukum-Acara Perdata sudah diatur caranya jika perkara yang
diajukan tersebut ternyata bukan kewenangan Pengadilan Negeri maka hakim dapat
melakukan eksepsi, demikian juga eksepsi dari pihak tergugat. Kedua, pada
Penjelasan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang
menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan ‘antara orang-orang yang beragama
Islam’ -adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya
menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam”.%

Penjelasan Pasal 49 tersebut dapat dijadikan dasar bagi hakim Pengadilan
Negeri untuk -menerima, memeriksa, dan memutus kasus sengketa waris
masyarakat yang beragama Islam. Meskipun Pasal 50 Ayat 2 masih memberi
wewenang kepada Pengadilan Agama di satu pihak, tetapi Penjelasan Pasal 49
masih membuka peluang bagi Pengadilan Negeri untuk mengadili kasus tersebut di
pihak yang lain. Sesungguhnya Penjelasan Pasal 49 tersebut bisa jadi tidak terlalu
signifikan jika kasus seng keta kewarisan tidak banyak terjadi. Karena itu, tanggung
jawab negara seharusnya di arahkan pada pembahasan usaha sedapat mungkin agar
peraturan yang jelas tentang perkara sengketa waris antar umat Islam dapat

dihasilkan. Penjelasan Pasal 49 tersebut menunjukkan adanya ketidakpastian

Z]lham Thohari, “Konflik Kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama
dalam Menangani Perkara Sengketa Waris Orang Islam”, Universum 9, no. 2 (2015): h. 185.
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hukum, sehingga kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani perkara waris
orang Islam menjadi tidak absolut.

Ketiga, menarik untuk dicermati bahwa dari sudut pandang ketidakpastian
hukum tentang kewenangan menyelesaikan sengketa waris antar umat Islam, selain
alasan atau argumen tersebut di atas hakim Pengadilan Negeri dapat mendasarkan
kewenangannya pada Konstitusi Negara Republik Indonesia. Pasal 28D ayat (1)
UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dan
setara di depan hukum. Pasal. 28D ayat (1) UUD.1945 juga dapat dipakai oleh
Pengadilan Negeri untuk-menunjukkan hak konstitusional masyarakat muslim
untuk melakukan gugatan waris di Pengadilan Negeri, terlepas dari agama
mereka.?*

Yang dijadikan pertimbangan adalah identitas mereka sebagai warga negara
Indonesia apa pun agamanya. Dari uraian di atas dapat dipahami-bahwa Penjelasan
Pasal 49 sebagai aturan yang dirancang bagi umat Islam yang dengan suka rela tidak
menundukkan diri pada aturan agama mereka, yaitu dua pihak (penggugat dan
tergugat) yang menyelesaikan perkara sengketa waris mereka di Pengadilan Negeri
masih merasa sebagal muslim dan tidak keluar dari agamanya. Lebih dari itu, para
hakim Pengadilan Negeri menerima gugatan perkara waris antar umat Islam bukan
sebagai masalah agama, namun lebih sebagai masalah Hak Asasi Manusia.

Hal tersebut melahirkan keputusan bahwa sengketa waris antar umat Islam
dapat diselesaikan di Pengadilan Negeri. Selama mereka masih warga negara
Indonesia, maka negara bertanggung jawab melindungi Hak Asasi Manusianya,
berupa hak untuk menyelesaikan perkara sengketa waris di Pengadilan Negeri.

Keempat, argumen lain yang dapat dijadikan pertimbangan bagi Pengadilan

Negeri untuk menerima gugatan perkara orang-orang Islam adalah motif mereka

24]lham Thohari, “Konflik Kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama
dalam Menangani Perkara Sengketa Waris Orang Islam”, Universum 9, no. 2 (2015): h. 185.
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semata-mata untuk menyelesaikan sengketa waris di antara mereka. Mereka tidak
memiliki motif apa pun kecuali hanya untuk menyelesaikan sengketa waris agar
permasalahannya menjadi jelas siapa yang menjadi ahli waris dari pewaris sehingga
tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak ada pihak yang menguasai harta dengan
cara melawan hukum. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri dianggap melakukan hal
yang tidak masuk akal jika niat baik mereka dinafi kan semata-mata hanya karena
orang-orang tersebut beragama Islam.

Kelima, hal lain yang-menarik untuk ‘dicermati adalah bahwa penjelasan
Pasal (49). UU 'No. 3 tahun 2003 tentang Pengadilan Agama tersebut masih
menyediakan pilihan hukum untuk menyelesaikan perkara sengketa waris bagi
masyarakat muslim di Indonesia. Hakim Pengadilan Negeri dapat mendasarkan
aspek legalitasnya pada kehendak pelaku gugatan atau penggugat. Masyarakat
muslim-yang-ingin menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Negeri berarti mereka
telah menundukkan diri pada hukum selain hukum agamanya dan. ini merupakan
pertimbangan Utama.?

Maka Pengadilan Negeri tidak melanggar undang-undang jika menerima
dan memutus gugatan perkara waris orang Islam yang didasarkan pada kenyataan
bahwa kedua pihak penggugat dan tergugat tidak melakukan perlawanan kepada
pengadilan. Akibatnya, hal ini mengindikasikan kepada para hakim bahwa pada
prinsipnya penggugat dan tergugat tidak lagi mengikuti ajaran agamanya; atau
kalau mereka masih mengikutinya, mereka memilih untuk tidak menaati prinsip-
prinsip agama mereka lagi. Mereka yang berperkara di Pengadilan Negeri telah
menyatakan bahwa mereka tidak lagi tunduk pada ajaran hukum Islam yang
memerintahkan agar mereka menyelesaikan sengketa warisnya dengan hukum

agamanya. Hakim dapat menganggap mereka telah melepaskan diri dari ikatan

ZJlham Thohari, “Konflik Kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama
dalam Menangani Perkara Sengketa Waris Orang Islam”, Universum 9, no. 2 (2015): h. 185-186.
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hukum Islam untuk menyelesaikan sengketa kewarisan di antara sesama umat
Islam.

Jika demikian halnya, maka adalah sah bagi para hakim Pengadilan Negeri
untuk tidak menggunakan prinsip-prinsip hukum Islam sebagai dasar keputusan
mereka, walaupun yang bersangkutan memang orang-orang muslim. Dengan
demikian, Pengadilan Negeri telah melandaskan keputusan mereka pada prinsip
“penerimaan suka rela” penggugat untuk menemukan sebuah alasan hukum;
dengan mengabaikan peraturan Pengadilan Agama-yang melarang penyelesaian
sengketa waris di.Pengadilan Negeri, karena mereka dianggap telah menolak
hukum Islam sebagai alat untuk memutuskan kasusnya secara.sukarela dan tanpa
paksaan.

Hakim Pengadilan Negeri juga dapat mendasarkan alasannya pada Pasal 28
Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip kesamaan hak setiap warga hegara yang diacu
dalam ‘pasal ini, walaupun tidakberkaitan langsung dengan kasus sengketa
kewarisan antar umat Islam, tetapi dapat digunakan sebagai fandasan rasional untuk
menerima kasus tersebut. Hak untuk mendapatkan penyelesaian dari kasus sengketa
kewarisan adalah Hak Asasi Manusia yang diakui di dalam UUD RI 1945, dan
status agama tidak dapat menjadi penghalang.

Dengan demikian, hukum umum yang terkandung dalam Pasal 28 UUD
1945 dapat di pakai sebagai dasar bagi penanganan kasus sengketa waris orang-
orang yang beragama Islam. Selain Penjelasan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006
tentang Peradilan Agama, alasan konstitusional tersebut di atas dapat memperoleh
tambahan kekuatan hukum. Pasal 28 merupakan alasan hukum yang tepat bagi
hakim Pengadilan Negeri untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara
sengketa waris orang Islam. Pasal ini juga berfungsi sebagai cita-cita ideal

penyatuan hukum kewarisan nasional, yaitu perbedaan adat dan agama masyarakat
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yang bertempat tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak boleh menjadi

penyebab pelanggaran konstitusi dalam melakukan tindakan hukum apa pun.

C. Analisis Sadd al-Zari’ah Terhadap Pencabutan Hak Memilih pada Penyelesaian
Kasus Waris bagi Umat Islam

Dalam syariat Islam pelaku pembunuhan terhadap pewaris akan
menyebabkan jatuhnya hak orang tersebut sebagai ahli waris. Sehingga dalam
ketentuan hukum waris Islam, pembunuhan menjadi penghalang dari seseorang
untuk mendapatkan warisan, Pembunuhan hukum asalnya dilarang. Apalagi
pembunuhan tersebut ditujukan untuk mendapatkan warisan dari pewaris yang
dibunuh. Mafsadat yang ditimbulkan sangat besar, jika pembunuhan tidak
terhalang -dari mendapatkan warisan, maka akan terjadi - begitu banyak
pembunuhan dengan niat untuk mendapatkan warisan dari pewaris-yang dibunuh.
Penghalang kewarisan ini merupakan salah satu daripenerapan sadd.al-zaii’ah
untuk mencegah seorang pembunuh untuk mendapatkan warisan dari pewaris yang
terbunuh:

Konsep sadd al-zari’ah ini juga dapat dikaitkan dengan penerapan hukum
Islam di Indonesia khususnya pada persoalan warisan. Penyelesaian perkara waris
Islam di Indonesia telah mengalami beberapa kendala. Sebelumnya penyelesaian
kasus waris Islam diatur oleh UU No. 7 Tahun 1989 yang selanjutnya di
amandemen menjadi UU No. 3 Tahun 2006. Pada UU No. 7 Tahun 1989
disebutkan bahwa pihak yang bersengketa dalam perkara waris dapat memilih
hukum apa yang akan digunakan dalam penyelesaian sengketa warisnya.

Pembahasan dalam konsep sadd al-zari’ah tidak lepas dari tinjauan
maslahat dan mafsadat. Sebagaimana al-Judayyi’ dalam kitabnya mengatakan bahwa
al-zari’ah adalah jalan atau sarana yang membawa kepada sesuatu yang terlarang

dan mengandung mafsadat atau sesuatu yang diperintahkan yang mengandung
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maslahat.26 Sebelum menentukan apakah sesuatu itu harus dicegah atau justru
diperintahkan, maka terlebih dahulu harus melihat sisi maslahat dan mafsadatnya.
Jika sesuatu itu ternyata merupakan sarana yang membawa kepada hal yang
diperintahkan dan mendatangkan maslahat, maka sesuatu itu wajib untuk
dikerjakan. Namun jika sesuatu itu merupakan sarana yang membawa kepada
sesuatu yang terlarang dan menimbulkan mafsadat, maka hal tersebut juga harus
dilarang.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian _ini dititik beratkan pada
pembahasan hak memilih hukum waris yang terdapat pada UU No. 3 Tahun 2006
dan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Hak memilih hukum waris
ini terdapat pada UU No. 7 Tahun 1989 yang kemudian dalam-UU No. 3 Tahun
2006 dihapuskan. Sebelum menganalisis penghapusan hak memilih ini, terlebih
dahulu peneliti menjabarkan maslahat dan mafsadat dari keberadaan hak memilih
hukum'waris ini bagi umat Islam.

Jika ditinjau berdasarkan hak asasi manusia, hak memilih ini merupakan
hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Memberlakukan hak memilih pada
penyelesaian kasus waris dari segi hak asasi manusia merupakan sebuah
kemaslahatan karena memuaskan para pihak yang menggunakan kebebasannya
untuk menentukan hukum apa yang akan digunakan.?” Namun jika ditinjau
berdasarkan syariat Islam, tidak ada maslahat yang dihasilkan dari keberadaan hak
memilih hukum waris pada penyelesaian perkara waris bagi umat Islam. Justru
yang ditemukan pada hak memilih hukum waris tersebut adalah mafsadat yang

beragam baik itu ditinjau dari aspek hukum maupun ditinjau dari sisi syariat Islam.

26¢ Abdullah bin Yusuf bin ‘Isa bin Ya’qub al-Ya’qub al-Judayyi’, Taisir ‘llmi Usul al-Figh,
(Cet. I; Beirut: Al-Rayyan, 1418 H/1997 M),

2'Winda Pebrianti, “Penerapan Lembaga Pilihan Hukum Terhadap Sengketa Hukum dalam
Pelaksanaan Kontrak Bisnis Internasional,” Adil: Jurnal Hukum 3, no. 2 (2012): h. 320.
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Hak untuk memilih hukum waris pada penyelesaian kasus waris Islam
dalam UU No. 7 Tahun 1989 memicu timbulnya pluralisme hukum waris yang
berlaku sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum. Pemilihan hukum waris ini
juga dapat menghambat penyelesaian perkara waris antara pihak-pihak yang
bersengketa. Sarana atau jalan yang mengarah kepada sesuatu yang terlarang yang
mengandung mafsadat disebut sebagai zari’ah. Hak memilih pada penyelesaian
kasus waris tersebut dapat menimbulkan mafsadat. Mafsadat yang timbul dari hak
memilih hukum waris tersebut berupa ketidakpastian hukum waris Islam yang
seharusnya sesuai dengan hukum Islam dan diselesaikan di Pengadilan Agama.
Mafsadat lain yang dapat muncul yaitu penyelesaian kasus waris Islam juga dapat
terhambat schingga waktunya menjadi lebih lama.

Keberadaan hukum Islam secara umum bertujuan untuk menjaga stabilitas
ketenteraman dan kebahagiaan hidup umat manusia. Intinya adalah terciptanya
suatu kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia, sehingga dapat beraktivitas
dengan ‘sebaik-baiknya baik dalam konteks sebagai makhluk sosial maupun
makhluk beragama. Hal ini secara tidak langsung juga mengindikasikan bahwa
kehadiran hukum adalah untuk menjaga agar tidak terjadi suatu kerusakan atau
mafsadat dalam kehidupan manusia. Kemaslahatan manusia menurut Islam
dibedakan sekaligus sebagai rangkaian urut dalam tiga kelompok, yakni kebutuhan
pokok, kebutuhan sekunder dan kebutuhan pelengkap.?®

Kebutuhan pokok manusia meliputi kebutuhan manusia terhadap lima
perkara yakni agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta benda. Kelima kebutuhan
ini merupakan satu rangkaian urutan yang memiliki kualitas berdasarkan

urutannya. Maksudnya, dari kelima kebutuhan pokok manusia itu, yang paling

BMuhammad Firquwatin, “Nikah Dini Menurut Perspektif Sadd al-Dzari’ah (Studi Kasus
di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang)”, Skripsi (Semarang: Fakultas Syari’ah dan
Hukum UIN Walisongo, 2018), h. 60.
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utama adalah kebutuhan agama. Hal ini tidak berlebihan karena pada dasarnya
penciptaan manusia tidak lain adalah untuk melakukan peribadatan kepada Allah.
Sedangkan kebutuhan pokok lainnya adalah sebagai penunjang dan sarana manusia
dalam mewujudkan dan menjaga kebutuhan pokok yang utama.?’

Pada penyelesaian kasus waris Islam di Pengadilan Negeri pembagian harta
warisan tidak membedakan bagian laki-laki dan perempuan. Harta warisan yang
dipersengketakan juga akan dibagi secara merata kepada ahli waris yang berhak.
Hal ini tentunya tidak sesuai-dengan ketentuan hukum waris dalam syariat Islam.
Itu berarti pembagian harta warisan bagi umat Islam di Pengadilan Negeri
melanggar syariat. Pelanggaran syariat Islam akan menyebabkan rusaknya agama
seseorang.

Melaksanakan ketentuan hukum waris sebagaimana yang telah Allah Swt.
tetapkan adatah sebuah kewajiban. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-
Nisa’ (4) ayat 11,

2
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Terjemahnya:

Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui
lagi Maha bijaksana.*’

Allah Swt. juga berfirman dalam Q.S Al-Nisa’ (4) ayat 12,
s e s 1 6 B

Terjemahnya:

(Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar
dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.3!

Muhammad Firquwatin, “Nikah Dini Menurut Perspektif Sadd al-Dzari’ah (Studi Kasus
di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang)”, Skripsi (Semarang: Fakultas Syari’ah dan
Hukum UIN Walisongo, 2018), h. 60.

30Kementerian Agama RI, Terjemah Tafsir Per Kata, (Bandung: Sygma Creative Media
Corp, 2010), h. 78.

3'Kementerian Agama R, Terjemah Tatsir Per Kata, h. 79.
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Oleh karena itu, tidak boleh mengubah-ubah ketentuan dalam pembagian
harta warisan dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat. Allah Swt.

berfirman dalam Q.S. Al-Nisa’ (4) ayat 13-14,

5 355 g cedls BN G 2 o F s s ity & o g Al s s

wg_iq\iéﬂj@\VQ\;gﬁil%xo;jbwjdy m\q@yj.’ 22))

Terjemahnya:
(Hukum-hukum tersebut) itu adalah batasan-batasan  dari Allah.
Barangsiapa taat kepada Allah dan rasul-Nya, niscaya Allah
memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai,
sedang mereka kekal di dalamnya. Dan-itulah kemenangan yang besar. Dan
barangsiapa yang mendurhakai Allah ‘dan-rasul-Nya dan melanggar
ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api

neraka, sedang ia kekal di dalamnya. Dan baginya siksa yang
menghinakan.3?

Al-Syaukani berkata menjelaskan tafsir ayat tersebut,

s 42 Vs cué;jri jj;yusjis 15e 08 Rl aalEtl B Sl uis Sy
AP EEW: }Axf&}w uijJW\wg ’;3::»}1@“/
3’\.531\%&‘_;]4 ols

Terjemahnya:

Isyarat dalam firman Allah, (GJJJ) merujuk kepada hukum-hukum di ayat
sebelumnya (yaitu yang berkaitan dengan hukum waris). Dan Allah
menyebutnya sebagai ‘batasan’, karena tidak boleh dilampaui atau tidak
boleh dilewati. ‘Barangsiapa taat kepada Allah dan rasul-Nya’, yaitu dalam
pembagian harta waris dan aturan-aturan syariat lainnya -sebagaimana hal
ini ditunjukkan oleh cakupan makna ayat yang bersifat umum-, ‘niscaya
Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-
sungai.

Pembagian warisan yang tidak sesuai dengan syariat Islam akan
menyebabkan pelakunya menjadi kafir dan kekal di dalam neraka selama-lamanya.
Hal tersebut membuktikan bahwa kebutuhan yang paling utama dalam syariat
Islam yaitu agama, menjadi rusak karena pembagian warisan yang tidak sesuai

dengan ketentuan hukum waris Islam.

2K ementerian Agama RI, Terjemah Tafsir Per Kata, (Bandung: Sygma Creative Media
Corp, 2010), h. 79.

*Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad bin ‘Abdillah al-Syaukani, Fath al-Qadir, Juz 1
(Cet. I; Beirut: Dar bin Kasir, 1414 H), h. 501.
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Al-Qarafi telah membagi jenis-jenis al-zari’ah berdasarkan derajatnya
menurut para ulama menjadi tiga jenis. Yang pertama zari ah yang para ulama
bersepakat untuk mencegahnya. Yang kedua, zar7 ah yang para ulama bersepakat
untuk membolehkannya. Yang ketiga, zari’ah yang para ulama berselisih antara
mencegah atau membolehkannya. Dalam permasalahan ini para ulama sepakat
bahwa pembagian harta warisan umat Islam harus dilakukan sesuai dengan
ketentuan dalam syariat Islam. Artinya, para ulama sepakat bahwa pembagian
warisan yang tidak sesuai dengan syariat Islam harus dicegah. Apabila pembagian
harta warisan umat Islam yang tidak sesuai dengan syariat Islam harus dicegah.
Maka, hak memilih hukum waris selain hukum waris Islamjuga harus dicegah.

Al-Syatibi membagi jenis-jenis al-zari’ah berdasarkan tingkatannya
mengantarkan kepada perbuatan yang diharamkan menjadi empat jenis. Yang
pertama, zar7 ah yang jelas membawa kepada sesuatu yang haram. Yang kedua,
zari’al yang jarang membawa kepada sesuatu yang haram. Yang ketiga, zari ah
yang kadang-kadang membawa kepada sesuatu yang haram. Yang keempat,
zari’ah yang sering membawa kepada sesuatu yang haram. Pembagian harta
warisan yang tidak sesuai dengan hukum waris Islam adalah perbuatan yang jelas
haram karena melanggar syariat Islam. Karena pembagian ini dikategorikan
sebagai sesuatu yang haram, maka memilih untuk menggunakan pembagian
tersebut juga menjadi haram.

Ibnu al-Qayyim membagi jenis-jenis a/-zari’ah berdasarkan hukum asal
serta akibat yang ditimbulkannya menjadi empat jenis. Yang pertama, zar7 ahyang
asalnya haram dan menimbulkan mafsadat. Yang kedua, zari’ah yang asalnya
mubah namun kadang dapat mengakibatkan mafsadat. Yang ketiga, zar7’ah yang
asalnya mubah namun mafsadatnya lebih besar daripada maslahatnya. Yang

keempat, zari’ah yang asalnya mubah namun maslahatnya lebih besar daripada
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mafsadatnya. Pembagian warisan yang tidak sesuai dengan hukum Islam asalnya
haram dan menimbulkan mafsadat berupa rusaknya agama seseorang.

Adapun hak memilih dalam penyelesaian kasus waris bagi umat Islam
dapat dikategorikan sebagai perbuatan haram dan mafsadat yang ditimbulkan jauh
lebih besar daripada maslahatnya. Mafsadat yang ditimbulkan dari hak memilih
itu ialah ketidakpastian hukum waris yang digunakan sehingga dapat menghambat
penyelesaian kasus waris yang ada. Misal sengketa waris telah diselesaikan di
Pengadilan Negeri namun hasilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh salah
satu pihak yang bersengketa, sehingga perkara tetsebut-kembali diajukan ke
Pengadilan Agama. Pada akhirnya, kasus waris tersebut” kembali diadili di
Pengadilan Agama. Hal tersebut akan menghambat penyelesaian kasus waris dan
waktu penyelesaiannya menjadi semakin lama.

Berdasarkan penjelasan di atas, mafsadat yang ditimbulkan dalam UU No.
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

1. Dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terdapat hak memilih
hukum waris yang menimbulkan pluralisme hukum.

2. Pluralisme hukum tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum waris yang
berlaku bagi umat Islam

3. Hak memilih hukum waris dapat memperlambat atau mengulur waktu
penyelesaian sengketa.

4. Hak memilih hukum waris dapat membawa kepada perbuatan yang haram yaitu
pembagian warisan yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

5. Pembagian warisan yang tidak sesuai dengan syariat Islam hukumnya haram.

6. Rusaknya agama seseorang bila tidak mengikuti ketentuan hukum waris Islam.

7. Orang yang memilih hukum waris selain hukum waris Islam dinyatakan kafir.
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8. Allah Swt. mengancam orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum waris
Islam dengan ancaman kekal di dalam neraka selama-lamanya.

Untuk menentukan apakah suatu perbuatan dilarang atau tidak, karena ia
bisa menjadi sarana (zar7 ah) terjadinya suatu perbuatan lain yang dilarang, maka
secara umum hal itu bisa dilihat dari dua hal yaitu motif/tujuannya serta akibat
yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Motif atau tujuan yang berdampak
kepada sesuatu yang diharamkan maka disebut sebagai zar7 ah. Akibat yang terjadi
dari perbuatan, tanpa harus melihat kepada motif dan niat si pelaku. Jika akibat
atau dampak yang sering kali terjadi dari suatu perbuatan adalah sesuatu yang
dilarang atau mafsadah, maka perbuatan itu harus dicegah.

Dari klasifikasi mafsadat di atas, motif atau tujuan dari adanya hak
memilih pada penyelesaian hukum waris Islam berdampak kepada sesuatu yang
haram, maka hak memilih dapat ditetapkan sebagai zar7’ah. Adapun akibat dari
hak memilih hukum waris ini adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat bahkan
diancam dengan keras, serta menimbulkan berbagai mafsadat sebagaimana yang
telah disebutkan di atas. Hal tersebut mempertegas bahwa hak memilih dalam
penyelesaian kasus waris merupakan zari’ah yang harus dicegah. Hak memilih
hukum waris tersebut terdapat dalam UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama. Sehingga UU No. 7 Tahun 1989 juga masuk dalam kategori zar7 ‘ah.

Dalam konsep sadd al-zari ah, bila sarananya sudah jelas membawa kepada
kerusakan dan menimbulkan mafsadat, maka sarana tersebut harus ditutup dan
dicegah. UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang di dalamnya
terdapat hak memilih hukum waris secara jelas termasuk zari’ah yang
mengantarkan kepada perbuatan yang haram dan menimbulkan mafsadat yang
banyak. Hal ini mendorong munculnya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan
Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. UU No. 3 Tahun 2006 ini
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menghapuskan hak memilih hukum waris yang ada pada undang-undang
sebelumnya. Perubahan undang-undang ini menutup sarana yang dapat
mengantarkan kepada perbuatan yang dimurkai oleh Allah Swt. dan mencegah
mafsadat-mafsadat yang ditimbulkan darinya.

Berdasarkan penjelasan di atas, UU No. 3 Tahun 2006 berperan sebagai
sadd al-zari’ahuntuk mencegah kerusakan yang ditimbulkan pada UU No. 7 Tahun
1989. Hal ini menunjukkan kesesuaian konsep sadd al-zari’ah pada penghapusan
hak memilih hukum waris, yang mana UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradikan
Agama sebagai zari alinya dan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU
No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai sadd al-zari ah-nya.

Penghapusan hak memilih pada UU No. 7 Tahun 1989 oleh UU No. 3
Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama selain menjadi sadd” al-zari’ah juga
menjadi- fath al-zari’ah. Penghapusan hak memilih ini menjadi zari’ah yang
mengantarkan kepada kemaslahatan dan perkara yang diwajibkan. Ketika hak
memilih pada hukum waris dihapuskan, hukum waris yang berlaku bagi umat Islam
adalah hukum waris Islam satu-satunya. Adapun melakukan pembagian warisan
sesuai dengan syariat Islam merupakan perkara yang wajib sebagaimana firman

Allah Swt. dalam Q.S. An-Nisa/4:11 yang berbunyi,
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Terjemahnya:
Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan
untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan
bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan
yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta
yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia
memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-
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bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika
dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak
mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka
ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai
beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-
pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau
(dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu,
kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak
manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha
Mengetahui, Maha Bijaksana. Bagimu (para suami) seperdua dari harta
yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak.
Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat
seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang
mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri)
seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak.
Jika kamu mempunyai-anak, bagi mereka-(para istri) seperdelapan dari
harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau
(dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang;baik laki-laki maupun
perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi
mempunyai. seorang saudara laki-laki (seibu) atau. seorang saudara
perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu
seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudata seibu itu) lebih
dari 'seorang, mereka bersama-sama dalam bagian ‘yang. sepertiga itu,
setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar)
utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris).?* Demikianlah ketentuan
Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.3?

Dalam ayat tersebut Allah Swt. mensyariatkan pembagian warisan kepada
umat Islam. ‘Allah Swt. memerintahkan kepada umat Islam untuk melakukan
pembagian sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Ayat tersebut juga menjelaskan
mengenai ahli waris yang berhak mendapatkan warisan beserta bagian-bagian
yang diperoleh tiap ahli waris.  Kemudian di akhir ayat tersebut Allah Swt.
menegaskan bahwasanya pembagian warisan adalah ketentuan yang telah Allah
Swt. tetapkan untuk hambanya. Maka wajib bagi umat [slam untuk melakukan
pembagian warisan sesuai dengan apa yang telah Allah Swt. perintahkan.

Lebih lanjut mengenai pembagian warisan Allah Swt. berfirman dalam

Q.S. An-Nisa/4:176 yang berbunyi,

3Menyusahkan ahli waris dapat terjadi dengan melakukan tindakan-tindakan seperti
mewasiatkan lebih dari sepertiga harta peninggalan dan memberikan wasiat dengan maksud
mengurangi harta warisan, meskipun kurang dari sepertiga harta warisan.

3Kementerian Agama RI, Terjemah Tafsir Per Kata (Bandung: Sygma Creative Media
Corp, 2010), h. 78-79.
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Terjemahnya:

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah).3° Katakanlah, “Allah
memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, (yaitu) jika seseorang
meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang
saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari
harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi
(seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan
tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga
dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas)
beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki
sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan
(hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui
segala sesuatu. 37

Dalam ayat inir Allah Swt. menerangkan mengenai pembagian warisan
ketika pewaris-tidak memiliki anak ketika meninggal dunia dan hanya memiliki
saudara .perempuan, maka saudara perempuannya -itu “mendapatkan bagian
seperdua ‘dari warisan. Jika hanya memiliki saudara laki-laki-maka seluruh
warisannya menjadi bagian saudaranya itu. Adapun jika saudara perempuannya
lebih dari satu orang maka mereka mendapatkan dua pertiga dari warisan yang
dibagi rata ke'tiap saudara perempuannya. Jika ahli warisnya yang tersisa adalah
saudara laki-laki dan saudara perempuan maka bagian laki-laki dua banding satu
dengan bagian perempuan. Dalam ayat ini Allah Swt. juga menyebutkan bahwa
petunjuk pembagian ini Allah Swt. terangkan kepada hamba-Nya agar mereka
tidak tersesat.

Dari dua ayat yang ada di atas menunjukkan perintah Allah Swt. untuk
membagikan warisan sesuai dengan ketentuan yang telah Allah Swt. tetapkan
dalam Al-Qur’an. Perintah ini bersifat wajib dan berlaku untuk semua umat Islam.

Oleh karena itu, pencabutan hak memilih ini adalah jalan yang mengantarkan umat

%6Kalalah ialah orang yang wafat tanpa meninggalkan bapak dan anak.

3’Kementerian Agama RI, Terjemah Tafsir Per Kata (Bandung: Sygma Creative Media
Corp, 2010), h. 106.
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Islam untuk berhukum dengan hukum waris Islam dan tidak ada lagi yang memilih
hukum waris selain itu.

Ada banyak maslahat dari pencabutan hak memilih hukum waris pada UU
No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, di antaranya sebagai berikut.

1. UU No. 3 Tahun 2006 menghapuskan pilihan hukum waris dan mencegah
pluralisme hukum.

2. Terwujudnya kepastian hukum waris bagi umat Islam yaitu hukum waris Islam.

3. Penyelesaian sengketa waris menjadi lebih efisien dan tidak terhambat.

4. Menggunakan hukum waris Islam akan mendekatkan diri kepada Allah Swt.

5. Mendapatkan ganjaran pahala karena telah melaksanakan perintah Allah Swt.

6. Menjadi salah satu indikator baiknya agama seseorang karena telah berhukum
sesuai dengan ketentuan syariat.

Dari penjelasan di atas, jelas bahwasanya pencabutan hak memilih hukum
waris merupakan sesuatu yang mendatangkan maslahat. Tujuan dari pencabutan
ini juga agar dapat terwujudnya hukum waris yang berlaku yaitu hukum waris
Islam. Menggunakan hukum waris Islam adalah perkara wajib. Sehingga apa saja
yang mengantarkan kepada kewajiban itu maka menjadi wajib juga. Akibat dari
pencabutan ini adalah sesuatu yang diperintahkan yaitu penggunaan hukum waris
Islam. Hal tersebut menguatkan bahwa pencabutan hak memilih hukum waris ini
harus dilakukan agar hukum waris Islam menjadi satu-satunya hukum yang
berlaku. Maka dari itu, pencabutan hak memilih pada penyelesaian kasus waris
bagi umat Islam dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama juga sesuai
dengan konsep fath al-zari’ah.

Penyelesaian perkara waris Islam pada Pengadilan Negeri setelah
penghapusan pilihan hukum dalam UU No. 3 Tahun 2006 sudah sangat minim dan

penyelesaian kasus waris Islam sudah dikembalikan kepada Pengadilan Agama.
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Dari 32 kasus waris yang ditangani Pengadilan Agama Jakarta Selatan ada 19
kasus yang diputuskan, 11 kasus dicabut, dan 2 kasus masih dalam proses
persidangan. Adapun pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hanya menerima 5
kasus waris, 3 kasus yang diputuskan dan 2 kasus dicabut atau ditarik oleh pihak
yang berperkara.38

UU No. 3 Tahun 2006 memang telah berperan sebagai sadd al-zari’ah
terhadap undang-undang sebelumnya yang memunculkan hak memilih hukum
waris. Meskipun penerapan UU No. 3 Tahun 2006-sudah dapat dikatakan efektif
karena perkara waris Islam yang diajukan kepada Pengadilan Negeri mulai
berkurang. Namun beberapa perkara waris Islam masih ditemui di Pengadilan
Negeri. Ini menunjukkan masih adanya celah pada UU No. 3 Tahun 2006 tentang
Peradilan- Agama yang membuat beberapa umat Islam mengajukan perkara
warisnya kepada Pengadilan Negeri. Sehingga dapat dikatakan bahwa sadd al-

zari’alipada UU No. 3 Tahun 2006 masih belum sempurna.

38 Achmad Nurholis, "Efektifitas Penghapusan Pilihan Hukum dalam Perkara Waris Pasca
Disahkannya UU. No.3 Tahun 2006 (Studi pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan)", Skripsi (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2009), h. 75-76.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari uraian pembahasan yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti
menyimpulkan:

1. Latar belakang munculnya UU No. 3 Tahun 2006 yaitu adanya kelemahan-
kelemahan yang terdapat pada UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Kelemahan yang pertama’yaitu dapat menimbulkan sengketa kewenangan
mengadili rantar badan peradilan yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan
Agama. Kelemahan yang kedua yaitu terciptanya suasana pertentangan antara
hukum Islam dan hukum adat terutama dalam bidang kewarisan seperti halnya
padamasa penjajahan kolonial Belanda sehingga masyarakat muslim Indonesia
akan tetap jauh dari hukum Islam. Kelemahan yang ketiga yaitu semakin
sulitnya bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita membuat hukum
kewarisan nasional yang unifikasi.

2. Penyelesaian kasus waris Islam sebelum adanya UU No. 3 Tahun 2006
perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 masih diberlakukan adanya pilihan
hukum. Bagi masyarakat Islam yang ingin menyelesaikan perkara waris dapat
memilih hukum waris apa yang hendak digunakan dalam menyelesaikan perkara
warisan. Adapun setelah adanya UU No. 3 Tahun 2006 hak memilih hukum
waris sudah dihapuskan. Perkara waris umat Islam di Pengadilan Agama
semakin meningkat dan di Pengadilan Negeri semakin menurun. Namun
penyelesaian perkara waris Islam sebagian masih ditemukan di Pengadilan
Negeri

3. Penerapan konsep sadd al-zari’ah dalam pencabutan hak memilih hukum pada

penyelesaian kasus waris bagi umat Islam telah sesuai namun masih belum
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sempurna. UU No. 3 Tahun 2006 berperan sebagai sadd al-zari’ah untuk
mencegah kerusakan yang ditimbulkan pada UU No. 7 Tahun 1989. Perkara
waris umat Islam yang diselesaikan di Pengadilan Agama semakin meningkat
dan perkara waris Islam di Pengadilan Negeri semakin menurun. Akan tetapi,
perkara waris Islam masih ditemukan di Pengadilan Negeri yang menunjukkan

masih ada celah hak memilih hukum waris pada UU No. 3 Tahun 2006.

B. Implikasi Penelitian
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat dilihat implikasi secara
teoritis dan praktis sebagai berikut:
1. Implikasi Teoretis
Dalam permasalahan ini, terdapat pencabutan hak memilih pada
penyelesaian kasus waris bagi umat Islam dalam UU No. 3 Tahun 2006. Maka
perlu untuk mengetahui latar belakang munculnya UU No. 3 ‘Tahun 2006,
penyelesaian kasus waris sebelum dan setelah munculnya  undang-undang
tersebut. Hal ini akan menambah wawasan para pembaca terkait permasalahan
hukum waris yang berlaku di Indonesia
2. Implikasi Praktis
a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi ahli hukum
untuk mencari celah hak memilih pada UU No. 3 Tahun 2006 sehingga dapat
menghapus hak memilih tersebut dengan tegas.
b. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi Pengadilan Negeri
untuk tidak menerima kembali kasus waris yang diajukan oleh umat Islam.
c. Penelitian ini diharapkan dapat mengajak kembali umat Islam untuk

menyelesaikan kasus warisnya kepada Pengadilan Agama.
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